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Mengingat

PRESIOEMN
REPUBLIK |NDONESA

REPUTUSAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PERSETUTUAN FERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REFUBLIK INDCNESIA,

ta  bahwa berdasarkan  Feputusan Musyawsrah Nasional

Fhusus Kamar Dagang dan Induséri tangeal 25 April 2010
di Jakarta telah ditetepkan Anggaran Dasar din Angesmn
Rumah Tangza Kamar Dngang dan Industl sebagai
pengzanti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Farmar Dageng dan Industrl yang telah disahkan déngan
Keputusan Presiden Momor 16 Tahun 2006

b, bahwa ataz permintaan Kamar Daganz dan Industri, dan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor | Tahup
L3E7 entang Kamar Dagang den lndustri, dipandang perln
untuk mengesahkan perubehan Angearan Dasar dan
Anggaran Bumsh Tangga Kamar Dagang dan Industel yang
baru terzebut dengan Keputuzan Presiden;

1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selmgaimana
telah diubah dengan Perubahsn Keempat Undang-Undang
Dasapr 1545;

2. Undang-undang ...
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2.  Undang-undang Nomer 1 Tahun 1987 tntang Kamar
Dagang dan Industri {Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomot
33446);

MEMUTUSKAN:

EEFUTUSAN FRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERLIBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN FUMAH TANGGA KAMAR
DAGANG DAN INDUSTRI.

Fasal 1

Menyetujul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangza Kamar Daganz deh  Iondustri hesil  Kepuhusan
Musyawarah Nasfonn] Khusus Kamar Dagang dan [ndustri
Nomor Skep/ 008/ Munassus/TV/2010, tanggal 28 April 2010 di
Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Kepubasan Presiden ini

Pazal 2
Dengan berlakunys Eeputusan Presiden ind, Keputusan Prasiden
Nomar 16 ‘Tahun Z006 tenfang Persebajusn  Ferubshan

Anggaran Dazar dan Anggaran Rumah Tangga Eatar Dagang
dan nchastri, dicabut dan dinyatakan ddak berlaku,

Pasal 3....
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Fasal 3
Keputusan Presiden ini mulal berlako pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di Jakaria

pada tanggal 23 Agustus 2010

PRES[DEN REPUBLIK, INDOMESLA,
#d,

DR. H. SIBILO PAMBANG YUDHOYONO

Salinan gesuai dengan aslinya
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KEPUTUSAN PRESTDEN REPUBLIEK, INDONESIA
NOMOK  : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 Agustus 2010

ANGGARAN DASAR
KAMAR DAGANG DAN INDUSTE]

MURADIMAH

Fengusaha Indonesia menyadan sedalarm-dalamnya bakwa dunia usaha nasional yang
tfangguh merupekan mlang punggung perelkonomian nasional yang sehat dan dinamis
dalamt  mewufadkan pemerataan, Leadilan dan  kescjahteraan rakyat, serim
memperkokoh persatuan dan kesahian bangsa dalam upsya meningkatkay ketahanan
national delam percaturan perelonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat Passl 33 Undang-Undang Dasar 1945 sehagai
landasan kenstitusional pemibangunan di bidang konomi, maka pengusaha Indonesia
dengan dilandesi jiwa vang lubur, bersib, trangparan, dan profesional, serta produldif
dan inovetif harus membina dan mengembangkan kevja sama sinergistlk yang
scimbang den selaras, baik sekioral dan lintag-sektoral, antar-skala, dacrah, nasional
maupun inkernasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang schat dan dinamis
untuk mendorong permcratasn kesempatan berusaha yang soluas-luasnya bagi dunia
usaha Indonesia dalam deat serta meleksanakan pembangunan nasional dan dacrah di
bidang ekorotil.

Undeng-Undang Nomor 1 Tahon 1987 tentang Kewar Dagang dan lndusiri
menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, nsaha
koperasi dan usaha swasta secars bersama-sama membentak erganisasi Kamar Dagang
dan Industi sebwmgai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, imformasi,
representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusahs Indonesia, dalam rangia
mewnjudkan dunia useha Indonesia vang Lkuat den berdaya saing tngsi yang
berturapo pada keunggulan nyate sumber daya nasional, vang memadukan secara
seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sekior, antar-skals
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usaha, dan antar-dacrah, dalam dimensi tertib hukoam, etika bisais, kermamsizan, dan
kelestarian  linghungan dalam swaty ietanen ¢konomi pesar dalam  percatoran
perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan dacrah, scktor wsaha, dan
bubungan luar negeri.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong aleh keinginan luhur, para
pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usahe koperasi dan usaha swasta sebagni
pelaku ekohomi, menywsun Anggaran Duaser dan Amggeran Rumnah Tangga Kamar
Dagang dan Industri.

BAB 1
KETENTUAN LUIMUM

Fasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksod dengenc

a. Femerintah Pusat adalah Presiden Bepublik Tndonesia yang memesang kekuasaan
penierintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Dasrah adalah
Gubernur, Bupati, dan Walikoin dsn  perangiat daerah  sebagai  unsur
penyelengimra pemerintah deerah.

b. Kamar Dagang dan Industei adalah sam wadah bagi pengasaha |Indonesia dan
merupekan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organizasi Penzusaha
yang berperan akhf sebagni mitra Femerintah dalam bidang perckonomian.

c. Penglsahia adalah setiap orang perseorangan atau persskutudn atau badan naloom
yang menjalankan suab jenis perusahaan.

d. Perusahnan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usahe yang
bersifat telap dan terus menerus, dididkan, bekema, dan berkedudukan di dalam

wilayah Megara Fepublik Indonesia ssrta bertujuan memperoleh keuntungan atau
manfaat dan/ataun laba.

a, [saha ...
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. Usaha adalah seliap tindakan, perbuatan, dan/atan kegiaten delam bidang

perckonomian yang dilikukan oleh setipp pengwsaha dengan nujuen memperolch
keuntungan sthu maniaat dansatan laba sesnai dengan asas pelaku ekotomi yang
bersangkatnn.

- BDrganisasi Pengusaha dengan sebulan Himpunan, [kaian, Dewan Bisniz, Dewan

Kerja Sama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan
kesatuan para pengnsaha, yang didirikan secara sah berdasarkan keteniuan
pereturan perumdanz-undangan yang berlako atas dasar kesamaan tujuar, aspirasi,
sirata kepengusahaan, alau ciri-citi alamigh tertenin, atan wadah konsulizn dan
komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari suaiu negarn,
bersifat internasional, nasiemal atem deerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba,
dan memilild Anggaran Dasar dan Anggaran Bumah Tangea yang s=jalan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Karee Dagang dan Indoghr,

. Organizesi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, alan nama apapun

YENg serupa, adalah wadah persatean dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan
Badan Usaha Milik Megara, Badan Usaha Milix Daerah, Badan Usaha Koperasi
maurun Badan Usaha Swasta, atau wadah korunikasi dan konsultasi antars
perusahaan Indonesia dan perusahann asing dari sesitu negam, yang didirikan secam
seh berdazarkan ketentwan peratiran perundang-undangan yang berbku atas dasar
kesamaan jenis usaha, maty dagangan amu jasa yang dihasilkan akn yang
diperdagangkan, bersifit nasional abupun dasrah, yang dalsm kegiatannys bersifat
nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dmm Anggaran Rumah Tangga yang sejalan
dengan Undang-Undang Nomor [ Tahun 1987 tantang Kamar Dagang dan Indusiti,

- Badan Usaha Milik Negara (BUMMND adalah perusahaan yang modal dan sahamnys

baik seluruhnya maupun sebagian besar dimililkd oleh Megara, yang didirikan
berdasarkan ketentuan petaiuran perandang-undangan yanz berialku.

- Badan Usaha Milik Daerath (BUMD} eclalah perusahasn yang modal dan sahammye

baik selurubnys maupun sebagian besar dimiliki okh Pemerintah Duerah, yang
didirtkan berdasarkan ketentuan perafuran perundang-undangan yang berfaky.

j. Badan..
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jo Badan Usaha FKoperasi adalah bedan uosshn yang beranggotaken orang
perscorangan atan badan hukum koperasi yang melandaskan  kegiatannyn
berdasarkan prinsip koperesi sckaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan ams asss kekelvargaan, yang didirikan bendasarkan letenivan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

k. Badan Usmha Swasta sdalah pernsahaan yang ddak termasuk BUMN atan BUMD
dan Badan Usaha Koperasi, yang dinsahalan oleh orang perseorangan s@n

sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan kefertuan petaturan perundang-
undangan yang berlalo.

1. Badan dan/atau lembagza adaleh organisasi iternal Kamar Dagang dan Industni
yang dibenhik berdasarkan peraturan atau keputosan Dawan Pengumis Ramar
Dagang dan [ndustri Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, dengman tajuan, fungsi
dan fugas terbeniu dalam rangka petgembangan dunia usaha nasional dan/atau
meningkatkan hubungan elwonomi dan dagang nteenasional.

m. Anggota Biaxe, disingkat AR, adalah anggota Kamar Dagang dan Indushi berstatus
anggota penuh yang memiliks hak den kewajiben sebagai AB terdin atas pengusaha
atau perusahaan scbagalmana dimaksud pada huruf © dan el d.

n. Anggota Tercamt, dislnghat AT, adalah angzota Kamar Dagang dan Industn
berstains anggote fercatat yang belum memiliki hak dan kewajiban scbhagai AB
terdivi atas pengusaha atau verusahaan sebagaimang dimaksud pada huruf ¢ dan
huruf d.

0. Angzota Luar Biasa, disinglat AlB, adalah organisasi pengusaha dan organisasi
perisahaan vang menjadi anggota Kamar Dagang Jan Indusimn sebagaitnang
dimaksud huraf f dan huruf 5.

p. Angzotd Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah organisasi pengusaha atau
organisasi pérusahaan yeng belum meémenubd persyaratan scbagai Angzola Luar
Biata Kamar Dagang dan I[ndusbi sebagpimana dimaksod pada huruf f dan
byt g, -

BAB I ...



(1)

{2}

(3

(4}

(1)
(2)

(3

(4}

PRESIDEN
REPUALIK (NDONESIA

- 5 -

BAB 11
NAMA, TEMPAT KEDUDURAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Namag
Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Inclustri, yang untuk selanjutnya
disinglat Kadin.

Kamar Dagang dan Industei pada tingkat nasional dinamakan Famar Dagang dan
Industri Indemesia, disinglat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebu
indonesian Chamber of Comumerce and dustry, disingleat 10C].

¥amar Dagang dan Industri pada lingkat proving dinarmaban Kamar Dagang dan
Tndustri, disingkal Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan
dalamn bahasa Inggris disebwt Chamber of Commerce and Indusiry, disingkat CC1
didahniui nama provinsi di depannya.

Kamar Dagang dan Industri pada tinglat dacrah kabupeten/kota dinamakan
Kamar Dazang dan Industri Eabupatens/Eofa, disingkat Kadin, disertai dengan
nama kabupawn/kom yang bersanglutan, dan dalam bahasa Inggrs disebut
Chamber of Cormmerce and fndusgry, disingkat CCT, didahubzi nama knbupaten/
kota di depannya,

Pasal 3
Tempat Kedudukan
Kadin [ndonesia beckedudukan di ukota Megara Bepublik Indonesia.
Kadin prowingl berkeduduken di ibukota provinsl yang bersangitan, aten di
salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersanghkutan.

Kadin kabupaten berkechidukan di ibukots kabupaien yang bersangloutan, atau di
salah saty pusat kegiatan ekonomd di kabupaten yang bersangknotan,

Kadin kota berkedudukan di keta vang bersangkatit.

Fasal 4 ...
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Fasal 4
Dacrah Kerja

(1} Daerah kema Kadin Indonesia melipubi seluruh wilayah MNegara Republik
Indonesia.

(2) Dacrah kerja Fadin provindg melipud  selurub  wilayah provinsi yang
bBersanglutat.
{3) Daerah kerfa Kadin kabupaten/kota meliputi schauh wilayah kabupeten/kota
yang bersangkutan.
Fasal 5

Waktu

Kadin didivikan pada tangsal 24 Sepiember 1968, dan berdasarkan Undang-Undang
Nowor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan ldusri ditiapkan sebagai salu-
samunya Kamer Dagang dan inchasiri, dan didirlkan untuk jangka wakiu yang tidak
ditentukan.

BaB Il
ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal &
Asng
KEadin berasaskan Pancasila.
Faszal 7
Landasan
Kadin berlandaskan:

a, Undang-Undang Dasar 1945 sebagni landasan konstitusional;

b. Undangz-Undang Nomor 1 Tabun (987 fenklng Kamar Dagang dan Indusiri
sebagai landasan strukiural;
c.  Program pembangunan nasional sebagan lurklasan pembanganan;
d.  Kepuiusan Musyawarah Nasional Kadin schagai landasan operasional,
Fasal & ...
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Fasal &
Tujuan

Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipia dan
berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di selurah tingkat dengan:

4. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan  kepentingan
pengusaha [ndonesia, serta memeadukan secam seimbang keterkaitan antar-
potensi ekonomi nasional di bldang usaha negara, wsaha koperasi dan wsaha
swasta, antar-seltor dan antar-skala, dalam rangka mewnudkan khidupen
tkonomi dan dunia usaha nasional yang schat dan tertib berdasarkan Pasal 33
Undang-Undang Dazar 194 5;

b. menciptakan dan mengembangian Tklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan
transparan  yeng memungkinkan keiluisertaan yang  seluas-luasnya  bagi
pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serfa sacara efeldif dalam
pembangunan nasional dalam tatanen ckonomi pasar daldm  pervabaran
perekonomian global,

BAB [V
FUNGE], TUGAS POKOE DAN ETIEA BISNIE

Pazal 9

Pangsi
Fadin berfungsi sebagai wadah dan wehana komunikasi, informasi, representasi,
kensultax, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antars para pengusaha
Indonesia dan pemerintah, dan antare pare pengusaha Indonesia dan para pengusaha
aylng, reengenal hal-hal yang berkaifan dengan masalah perdagangan, perindustrian,
dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh keglatan ckomomi, dalam rangka

membentuk ikim usaha yang bertih, transparan dan profesional, serta mewnjudkan
sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 10 ...
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Paszal 10

Tugas Pokok

Untuk mencapai tmjuan scbagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nemor 1
Tahun 1987 tentang Famar Dagang dan Industri, serta Pasal 8 dan Fasal 9 Anggaran
Dasat, Kadin mempunyai tugas pokok selmgainana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal
& Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Induwstr], serta:

a.

metnfasilitasi penciptaan sinergi antar pengussha Indonesia dalam pernenuhan
kstnrtuhan sumber daya;

mwelzksanakan komurikasi, konsultasi dan advekas demgan pemerintah delam
rngka mewakili kepentingan dunia usaha;

mewakili dunia nsaha dalam berbazai forum penentuan kebifaksanaan ekonomi;
memfasilitas] pengembangan tanggung jawab sozial perusahaan;

membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (gond corporale
governance) di kalangan dunia usaha,

membina dan memberdayakan Organisasi Perusehaan dan Orgunisasi Pengusaha
sehingaa marpu berperan optingal dalam pembangunen dunia usahs;
memberikan gloeditasi kepada Orgarmisasi Perusahaan yang akan menerbitkan
settifikat sesnai dengan kxiteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;
memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan,
pensmigahan, arblirase, dan rekomeridasi mengenal wsabn pengusaha Indomesia
termasuk legalisazi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
melaksanekan  tugas-tugas  yang  diberlkan  olth pemerintah,  serta
mempetjiuangken berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan sérmangat dan
jiwa Undang-undang Momor 1 Tahun 1957 tentang Kamar Dagang dan Indusit;
meningkitkan #fisiensi dunia ussha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di
bidang informasi pengembpngan usaha, solusl teknolegi, Sumber Daya Manusia
(3DM), Manajemen Fendali Muiu (MFEM), manajemnen energi, linglungan, dan
sebagainya;

mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta
mengembangkan bismis, baik yang memilild lingimp nasicnal, cegonal mawpun
internasional.

Pasel 11 ..,
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Pasal 11
Fembagian Peran
Untuk kesfektifan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran
Dasar, pembagian peran Kadin, Organisesi Perusahasn dan Organisasi Fengusaha
adalah sebagai berikut:
a,  Kaclin menangani hal-hal yang hersifat lintas-scktoral berdasarkan prinsip asas
berimbang;

b. Organisasi Perusahaan menangan hal-hal yang bersifat sektoral;
¢, Organisasi Pengusaha mennngani hal-hal yang bersifat kesamaan aspivasi.

Faza} 12

Etika Bisnis

Kadin memililki eilka bisnis schagai munhman moral dan perilaku yang mengikat bagi -
para anggotanyy yung ditetaploarn lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangsa-

EABV
ORGANTSASL
Pasal 13
Bentuk

Kadin sebagri wadah pengusaha, baik vang bergabung maupun yang tdek bergabung
dalam Orzanisasi Perusahaan den/atanw Organisasl Pengusaha adalah organizazi yang
berbentuk kesatuan dan persaluan,

Pasal 14
Sifat
Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Femerintah, bukan crganisasi politik

dan/atmuy hidak merupakan bagiannys, yang dalam melakukan kegiatannya tidak
mencan keunbangan.

Pasal i5 ...
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Pasal 15
Struktar dan Hubunzan Ferja

Orzanisasi Kadin terdiri atas:

a. D ringkal nasional disebut Eamar Dagang dan Industei [ndonesia, disingkat
Kadin Indonesta;

b, Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Tndusiri, disingkat Kadin, dan
diseriai denzan nama provings yang bersangkudan;

¢. Di tingkat kabupalen/kora, discbut Kamar Dagang dan Industri disingkat
Endin, dan dizertai nama kabupaten /kota yang bersangkutan.

DM tingkat naszional hanya ada sabu Kamar Dagang dan Indusin, yaitu Eadin
Indoncsi.

Di setiap provinsi hanya ada saty Kamar Dagang dan Indusiri, yaitn Kadin
Frovinsi.

Di setiap kabupatenskota hanya ada satun Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin
Eabupaten/Kota.

Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kola berada dalam satn
2aris hubungan jenjang dalam strukhur organisasi.

Kadin Indenesia berfangsung jawab atis peoyusianan dan pelaitsanaan Program
Umum {(Irganisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional szswai dengan
Eepubhsan Musyawarah Masional.

Kadin Provinsi bemlanssung pwab sms penyusunan dan pelaksanzan Program
Umum Organisasi sehagai Garis Besar Program Tingkat Provinsl sesuai dengan
keputusan Musyawamah Provinsi yang bersangkutan.

Fadin Kabupaten/kob bertangmang jawab stas penyussman dan pelaksanaan
Program Umum Organisasi sebagai Geris Besar Program Tingkat Kabupaten/Fota
sest1ai dengan kepuiusan Mugyawarah Eabupaten/Kota yang bersangkutan,

1% BPalam ..,



PRESIDEN
REPUELIM |MNDONESA,

- 1

(3 Dalam memperinat  dan  memajukan  dunia usaha, beberapa  Kadin

Kabupaier/Kota dapat mefakukan penggabuiigan jika:

a. Kadin kabupaten/kota penerimaan kemangannya tidak dapat membiayai
kegiatan orzanisasi scbagaimana dimaksud Fasal 10 Anggaran Dasar,

b, Daerah kerja Kadin vang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang
LT H

¢. Kota berada di dalam wilayah kabupaten,

{10} Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerfanys, Kadin

Frovinsi menjalankan:

a fungsd sebugaj koordinator, pendorong dan  fasilitator  poninghkalan
kemampuan Kadin Kabupaten/ Kota;

b fungs memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia useha di
Hingkat provinsi.

{11} Dalam mengembangkan dan memajukan dunia nsaha di wilaynh kerjanya, Kadin

Kabupaten/Kota menjalankan:

g fungsi pembinsan perusahaan/pengusaha berdasarkan sekior ekonomi/
bidang uwsaha dalam kerangka pembangunan dunia unsaha di tingkat
kabupaten /rota;

b. fungsi memberdayakan Orvganissl Perusahsan dan Organisasi Fengusaha
sehingga mampu berperan optimal dalum pembangunan dunis usahs
tingkat kabupaten/kota.

Ppsal 16
Ferangkat
(1) Perpngkat organisasi Kadin Indonesia terdivi atas:
a, Masyawarah Nasional;
b. Dewan Penasehat Kadin Indenesia;
¢. Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia;
d Devwan Fengurus Kadin Indonesia;

(2) Ferangkat ...
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(9} Perangkat organisasi Kadin Provinst dan Kadin Kabupaten/ Kota tepdit] atas
a. Musyawarah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
b. Dewan Penasehat Kadin Provinsi/ Kabupaten/kota, saguai dengan kebutuhan
daerah;
c. DPewan Pertimbangan Kadin Provinsi/ Kabupaten/Fota;
d. Drewan Pengirue Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

iﬁlmwmmﬁmbﬂlsﬂhdanmwanwuﬁapﬁngbtdhnghtdm
diberhentikan cleh dan bettanggung jawab kepada Musyawarah Rasional/
Provinsi/Kabupaten/Fota  masing-masing, Yang tata ceranya berdasarkan
Anggaran Dasar dan Angzarn Faumeh Tangzd.

Pasal 17
Musyaearah Masional

(1% Musyawarah Magiotial, disingkat Munas, adalah perangial organisasi Kacdin
Indonesia sebagal lembaga perwakilan angZota dan meruypakan lembaga
keluasaan terilnggl Kadin,

(2) a, Munas diselenggarakan sahi ali dalam lima tahiiin oleh Devan Pengurus

Kadin Indonesia dan pelakaanaannys paling cepat dua bulan sebelum dan
paling lambat dua bulan ssudsh masa jabatan kepengurusannyd berakhir.

b Dewan Pengurus Kadip Tndonesia memberimhukan s&card ertulis rencana
penyelengzaraan  bMumas alapibat-lambainys  dua  bulan scbelwm
pelaksanaannya kepada perangkat organisasi Kadin Indonesia, Kadin Provins
dan Angzota Luar Biasa Kadin Indonesia.

(3 Munas dibadiri oleh peserta dan penitje.

(43 Peserta Munas terdin atas
a. Angzota Biasa yang divedkili oleh ntusan Anggota, yaibe
a,1, Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provins secara ex-officic,
2.2, Utusati anggota peovinsi yang dipilih dalam Bapat Dewan Pengurus
Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakar khusus untuk i menjelany
Munas, sehanyak dua orang;

b, Anggota .

o e
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b, Anggzola Luar Biasa vang diwaldli oleh wtusan Organisasi Perusahaan dan
Organisasi Pengusasha Tingkat Masional yang dipilih melplui konvens
menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

¢. Drewan Penaschat Kadin Indonesia;

d. Dewan Perdmbangan Kadin Indonesia; dan

¢. Dewnm Petigurus Kadin indonesia.

Peserta sebagaimanna dimaksud huruf a dan b adalah Peseriz Peraih,

Peserta Munas harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang

masih berlaku.

Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangsa.

Hal peserta Murnas:

a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huraf b
mempunyai hak suam, hak bicara, dan hak dipilih;

b. Dewan Penasehal Fadin indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilib;

2. Dewan Pertimbangan Radin [ndonesla mempunyai hak bicara dan hak dipilik;

d. Dewan Penguris Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih.

Kewajiban peserta Munas adalah menaati dan melsksanakan senma keientuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Kumah Tanges setta tam twertib dan ketentuan-
ketentuan lain mengenai penvelenggaraan Munas, sepanjang tislak bertentangan
dengan Angzaran Dasar dan Anggacan Eumah Tangza,

Munas mempunyai wewsnang:

a. menetapkan dan mengesabhkan penyempurngan ataw perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran PBumah Tangga, dJdanfatau  mengamanatkan
peiyelenggaraan  Muonasscz untuk menetipkan  penydmpurmbaan | akEo
perubahan Angzaran Dasar dan Anggaran Rumeh Tangga;

b, memberikan penilaian dan keputusan terhadsp pertangaungjawaban stas
pelaksanaan Program Umum Organisasi, kevangan, dan perbendaharaan dari
Dewan fengurus Kadin Indonesia sortn periinggunggawaban pelakaanaan
tuzas dari Dewan Penaschat dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

¢. menetapkan ...
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¢ menctapkan Program Urdum Ovrganisasi sebagai Garls Pesar Frogram
Organisasi Tingkat Nasional,

d. menetapkan keputusan nntuk menyelesaikan permasalabhan organisasi dan
masalab-masalah penling lainnya;

c. memilih dan mengangkat Dewan Penasshat, Dewan Pertimbangan, dan
Dewan Penguras Kadin Indonesia.

(9) a. Pemilihan den pengangkamn Dewan Penasehaf, Dewan Pettitubangan, dan
Dewan Pengurus Kedin Indomesia sebagaimana dimaksud ayat (8} huraf ¢
dilakukan melolii sistern pemilihan Ketua Umum Dewan Pengnrus Kadin
Indonesia yang sekaligus merangkap kehia formatur, dan empal orang enggota
formatut.

b. Formatur sebagrimana dimaksud hurut’ a diberi kepercayaan dan wewenang
untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangen dan
Dewan Penzunss Kadin Indonesia.

¢. Dewan Fertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan
mengutamakan nama-nama dari daffar nama calon vang disusun obeh Dewan
Pertimbangan Fadin Indonesia.

d. Tatacara pemilihan Dewan Penatchat Dewan Pertimbangzan, dan Dewan
Fengurs Kadin Indenesia diatar dalam Anggaran Ruraah Tangga.

{10} Munas dinyatakan mencepai kuonun dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per
dua dani jumlah Peserls sebagrimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b dan
kepulisannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika discpakat
secara musyawarah atau cleh suara terbanyak dari peserta yang puhya hak suara
yang hadir dalam hMunas,

(11} Jika lworum tidak tercapai, maks Munas ditunda paling lama dua jam.

(12) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksad ayat (1 1) Kuotum belum juga
tercapai etapi dibadin oleh selurang-kumngom satu per figa danl pumlah Peserta
Feruh schagaimana dimaloned ayat (4) hurid a dan hurut b, maka Munes tetap
dilknghinglan dan semua keputisan yang dismbil adalah smh dan mengilai
orgamsad din anggota jika diserakafi secara musyawarmah atsu olch suam
terbanyak dari peseria yang punys hek suara yang hadir dalam Munas,

b, Jika ...
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b. Jiks sesudah penundaan sebagaimans dimaksud ayat (11) yang hadir kurang
dari satu per tiga dari jumlzh Peserta Pesih sebageimana dimaksud ayat (4}
huruf a dan huewf b, maka Munas ditunda paling lama bga bilan, dan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia segers menjadwalkan kembsli penyebenggaraan
Muras dan mengirimkan pemberitaluan dan undangan kembali menghadici
Munas kepada pessrts dan peninjan Munas,

¢ Jika sesudah pemundaan scbagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga
mrcapai, maka Muhay tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil
adalah ssh dan mengikat orgshisasi dan angzota jlka disepaketi secara
musyawarah atan cleh suara torbanyek dar peseria yang punya hak suara
yang hadir dalam Munas,

(13) Khusus unfuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Daser dan Anggaran

{1

Bumah Tangga, Murnas dinyataken mencapal buorum din sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya dua per fige dari jumlah Pesertn Penuh scbagaimana
dimalsud ayat (4) horuf & dan huruf b, dan keputusannys dinyatakan sah dan
mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secars musyawarah atau okeh
suare jerbanyak dari peserta yang punya hak susara yang hadir dalam Munas.

Pasal 18
Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Blasa, disingkat Munnslub, adalah Munas YANg
diselenggaralan 4 luar  jedwal berkala Munas  unbtik  emints
pertangzungfawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelenggeran-
pelangzgaran prindip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tengga dan/atan
penyelewengen-penyelewsngan keuangan dan perbendaharaan orgenisasi oleh
Dewan Pengurus Fadin Indonesie, dan/atan tidak berfunzsinya Dewan Pengurus
Fadin Indonesia, schingga ketentuan-ketentuan Anzzaran Dasar dan Anggaran
Rutnah Tangga danfatan keputusan-keputusan Murnas tidak  terlaksana
sebagaimana meshinya.

(2] Munaslub ...
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(Z) Mungslub scbagaimana  dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan
permintaan sckurang-kurangnya satu per dua jumlsh Kadin Provins dan satu per
dua dari jumlah Angzota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas
terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berilut

a.

Dewan Pengurus Fadin Provingi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimane dimaksud ayat {23
berdasarkan kepubugan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi, serta Pengurus
Organisasi Perzsahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional masing-
masing memberikan peringaian tertulis tsrebih dahulu kepada Dewan
Fenguras Eadin Indotiesin stas hal-hal sebagaituans dimaksud ayat (1)
skaligns memberikan baims waktu paling lama tign puluh hari wmtuk
miemperbaikinya.

b. JHka setelah hatas waktu sehagaimana dimaksud huruf a peringatan fersebut

tidak diindahkan oleh Dewan FPengurus Kadin Indonesia, maka Dewan
Fengurus Kadin  Frovinsi sertn Fengwius Organisas Perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkst Nasional memberi peringatan tertulis kedus
dengan memberikan batas waktn paling lama tiga puluh hari untuk
mampetbaikinva.

¢. Jika setelih batas waktu sehagrimana dimaksud huref b Dewan Pengurus

(3) a

Kadin Indonesia tidak juge mengindahkannys, maka Dewan Pengurny Kedin
Provinsi serta Pengurus Ovganisasi Perusahasn dan Organisasi Penzusahs
Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan keputusan
rapat Dewan Fengurus Kadin Provinsi dan Pengunis Organisasi Perusshaan
dan Organisasi Pengusaha masing-masing terkebik dahulu baik sendivi-sendiyi
maupuin bersama-sama, dapat mengajukan permintaan vmtuk mengadakan
Murnasiub.

Setiap Dewan Pengurus Kadin Provins] serta Panguous Organisasi Perusahaan
dan Organisasi Pengusaha Tmgkat MNasional yang meminta diadskannya
Munashub dapat menark kembali pennintsantya jiky yang bersanglutan
berpendapat telah tecjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus
Kadin Indonesia.

b, Dewan ...




{4)

(5)

{8)
(7)

PRESIDEMN
HREPUSLIK HNDOMNESLA

¥ -

b, Dewan Pengurus Kadin Provinsi serfa Fengurus Organisasi Perysshaan dan
wmﬁm@mawwmmmmmmmn
mmmmmwmmmm
mngtﬂmgip&mﬂnhannmuﬂuﬂmnnjntadmmmMunHMbunmk
alasan kasug yang sama,

mwmhwmwmmmimmmn
Organisasi Pengusaha Tingkat Masional yang memintz diadakennye Munaslub
menjadi penyelengzara dan penanggungwab Munasiub,

Penyelenggarm dan peranggungjawab Munasiub mempersiapkan tat, tertib yang
Juga memuat tata cara penyampaian pendepat dan penilaian atas hal-hal yang
mhhdihkuhnnhhﬂemn&nglmuhdinhﬂmnﬂmmdimmuhh
menyimpang danfatau tidak sesuai dengan Angsaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangsa, dan atas penyelewsengan-penyelewengen  keuangan  dan
perbendaharnan organisasi dan/atau tidak berfungsinys Dewan Pengurus Kadin
Indonesia sebagaimana mestinya.

Reputusan-Kepubasan Munasub mengikat organisasi dan Angeots.

Peserts Munaslub berdiri ataz:

a. Anzgota Biasa yang diwskili okh utusan Anggota, yaitw:

a.1. Para Ketua Umum Dewan Penguris Kadin Provinsi secara ex-afificho,

.2, Uusan sogzots Kadin Provinsi vang dipilih dalam Rapat Dewan Pengirus
Lengkap Kadin Provinsi yang disgendakan khusus untuk i menjeling
Munaslub, sebanyak dua crang;

b, Anggota Luar Piesa yang diwskili oleh whusan Organisasi Perisahaan dan
Crganisasi Pengusaha Tingkat MNasional yang dipllih melalul konvensi
menjelang Munaslub, dan diatir dalsm Anggaran Bumah Tangsa;

€. Dewan Penaschat Kadin Indonesia,

d. Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia; dan

€. Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

Peserta sebagaimana dimaksud ayat (7) hutuf a den b adalab Peserta Ferch. Pesertn

harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (XTA-B) Kadin yeng masih berdaky.

i#) Pada ..
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(8) Pada Munaslub tidak ada peninjau.

(9 Hak peserta Munaslub:

2, Peserth Penuh sebagaimena dimaksud ayat (7) hurof a dan huwt b
mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilik;

b. Dewan Fenasehat Kadin Indonesia metipunyai hak bicara dan hak dipilih;

<. Dewan Perfimbangan Kadin ndonesia mempunyal hak bicara dan hak dipilih;
dan

d. Dewsn Fengurus Kadin Indonesis mempunyai hek bicara dan hak dipilih.

{102 Kewajiban peserta Munaslob adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Bumah Tangga zerta tata tertib dan ketentuan-
ketentuan  lain  mengenai penyelenggaraan  Munastib  sepanjang  tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(11) Muneslub mempunyai wewenang:
£ menilai, mencrima dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/

atau kinerja Dewan Pergurus Kadin Indonesia;

b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewsan Penguorus Kadin Indonesia
sebagaimana dimaksud hureuf a ditolak atay tidak diferima, maka Murnaslub
dapat memberhentikan Dewan Penaschal, Dewan Ferfimbangan, dan Dewan
Fengurug Kadin ndenesia;

c. dalam hal terjadi seperti berssbut pada turuf b, maks Munaslech segers melak-
snakan  pemilihan  den  pengangkatan  Dewan Penasehat, Dewan
Perfimbangan, den Dewan Pengurns Kadin Indonesia yang baru meliui sktem
pemilihan dengan carn sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat {9).

(12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadini oleh lebih dari saru
per dua dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (V) huruf a dan
huruf b, dan keputusannya dinyetakan seh dan nengikat organisasi dan angsota
Jika disepakati secara musyawarah atay oleh suara terbanyak dani peserta yans
punyz hak suara yang hadir dalam Munaslub.

{13} Jika kuorum Hidak tercapal, maka Munasiub ditunda paling larne dug jam.

(14) Apabila sesudah penunidaan terscbut ayat (13% kuoram belum juga tervapai, make
Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslulb
dinyatakan guguyr,

Pagal 19 ...
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Paszal 19
Musyawarah Masional Khusus

{1} Musyawarsh Nasional EKhusus, disingkat Munassus, adalash Munas untk
menetapkan dan mengssahkan:

(2)

{3

a.
b,

a.

b‘l-

perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangsa, alau

pembubaran organisasi,

Mutwssus ontuk menetapkan dan mengesahlan perubahan Anggaran Drasar
dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huref a
diselenggarakan okh Dewan Pengurus Fadin [Indonesia berdasarkan amanat
Munas atau permintaan/persetujuan dari sekurang-lurangnyva dua per tiga
Jumlah Kadin Provinsi dan dua per Hga jumlah Anggota Luar Bissa Tingkat
Nasional yang mengikuti Mungs terakhir.

Munassus untuk menctapkan dan mengesahkan pembubaran  organisasi
sebagaimans dimaksud ayat (1) huruf b disclenggaraksn okh Dewan
Fengurus Kadin Indonesis berdasarkan permintaan dari selurang-kurangnya
dua per tize punlah Kadin Provinsi.

FPeserta Muriassns tendin atas;

a.

b.

Angzoia Biasa yang diwakili oleh utusan Angeota, vaitu:

a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provined secars ex-afficic

8.2, Ulsan anggota prowving yang dipflih dalam Rapat Dewan Fengurus
Lengkap Kadin Provinsl vang didgendakan khusus antuk i menjelang
Munassus, sebanyak dua orang;

Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Pérusshasn dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Nastoral yeng dipilih melalui konvensi

menjelang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rimnah Tangga,

Dewan Penaschat Kadin Indomesia;

d. Dswan Pertimbangan Kadin Inklonesia; dan

Dewan Pengurus Kadin Indomesia.

Peserta sebagalmana dimaksed ayat (3) huruf 8 dan b adalah Peserte Penuh,
Pexcrta herus memiliki Kartu Tanda Anggota Blasa (KTA-B) Kadin yang masih
berlakn.

(4) Peninjen ...
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Feningau pads Munassias:

a. untuk perubahan Anggaran Dasar dan Angzaran Rumah Tangga ssbagaimana
dimaksud ayat {1) huruf a, ketcniuan mengenai perinjau Munassus sama
dengan ketentuan peninjane Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 avat {5);

b. untuk pembubaran organisasi scbagaimane dimaksud ayat (1) huruf b, tidak
ada peninjan Munazsus.

Hak paseria Munassus:

A. Peserta Peruh sebagaimana dimeksud ayat {3) huruf a dan huruf b
mempunyai hak suara dan hak bicars;

b. Dewan Penaschat Kadin Indonesia mempunyai hak bicara:

c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonssia mempunyaé hak bicara;

4. Dewan Pengwms Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketenivan

lain mengenai penyelenggarasn Munassus sepanjang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar tan Angzaran Rumah Tangga.

Eewajiban peseria Munassus adalah menaafi dan melaksanakan semua ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaven Fwmeh Tangza serta tam tertib dan kstenfuen-
ketentuan  lain mengenai  penyelenggaman  Munassas,  sepanjang  bHdek
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Busnah Tangga.

8. Munassus untik perubahan Anggarem Datar dan Anggaran Rumah Tangga
dirnyatkan mencapal kiorum dan sab jika dihadiri cleh sekurang-larangnya
dua pertiza dari jumlah Peserta Perih sebagaimana dimaksid ayat (3) huruf e
dan hurat b

b. Munassus uniuk pembubaran organisasi dinvatkan mencapei kuorum dan
sah jika dihadiri oleh sehumh Peserta Penuh sebageimana dimaksud ayat {3)
huraf 3 dan haruf b.

Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda paling lama 2 (Jus)
FAIL.

(2 Apabila ...
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Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga
ercapai, maka Munassus dinyatakan batal dan permintean ontuk mengadakan
Munaasus dinyatakan gugur,

(100 a. Kepulusan mengensi penyempurnaan abau perubalian Anggaran Dasar dan

{D

(Z)

(3

{4)

(3

Anggaran Rumah Tangga harus discpakati secara musyawarah atau okch suara
merbanyak dari peserta penuh yang hadir dalam Munassus sstelah Munassis
dinyatakan mencapai kuorun dan sah sebagaimana divaakaud ayat (7) huruf a.

b. Keputusan mengenai pembubaran organisesi harws discpakari oleh sehiruh
peserta yangz mempunysi hak smara yrng hadiv dalam Munassus seielah
Munassus dinyatakan mencapai kuormm dan sah sebagaimana dimaksud ayat
{7 huruf b

Fazal 20
Dewan Penasehal Kadin Indonesia

Dewan Penaschat adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang dipilih dan
digngkat okeh Munas.

Dewan  Fenaschai beranggofakan tokch-tokoh dunis usaha nasional dan
masyarakat yang dianzeap mampu memberikan pemikiram-pemikimn dalam
tangka pengembangan perelemomian ndonesia.

Dewarn Fenaschat terdinl atas scorang Ketua dan beberapa Wakil Eetua serta
sejumlah anggota vang jumlahnya sesuai kebuiuhan.

Dewar Penasehat Kadin [ndonesia dalam melaksanakan tugasnys bertangzunz
jawab kepada Munas,

Tugas dan Wewenang Dewan Penpsehat Kadin Indemesia;

a. membeérikan nasehat mengenai perkembangan ekonomi baik diminte maupun
tidak, dalam rangka peningkatan deya ssing ekonomi nasional ssbagai
masukan dan usilan kepada Dewan FPengurus Eadin Indovesia sesuai
kebutuban,

b. Dewan ...
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b. Dewan Penasehat menyampatkan anelisis perkembangan ekonomi setiap akhir
tahun dan prediks: perkembangan ekemomi tahuy berikuthya kepada Dewan
Pengures Kadin Indonesia.

¢ menyampaikar savan-sarsn untuk penyasunan rancangan Kebijakan Ubuon
dan Rencana Kerja Organisasi, khusumya yang menyangkut perkembangan
ekonomi kepada Munas,

d. menyampaikan saran sebagai bahan untuk PENYUSUNEN FANCANZAN pProgram
kerja tahunan, khosusnya menyangkat peckembangan ekonomi kepada Rapat
Pirapinan Nagional.

€. bekerje secarn kelektlf yang teta caranya ditentukan dan disepakat dalam
rapat Dewan Penasehat Kadin Indonesia.

f. Dewan Penasehat Kadin Indonesia menyelenggarakan rapat-rapat  sesual
kebatuhan scekurang-kurangnya € (enam) bulan sekall, satu diantaranya
diselenggarakan sebelum Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional.

2. Dewan Pcmse]mtﬂadjnhﬂnmsinchpatmelnkukmmpﬂhnnmmidmgnn
Dewan Pengurus Kadin  Indonesia untuk mendapat penjelassn  yang
diperlukan.

Pasal 21
Dewan Fertimbangan Kadin [ndonesia

Dewan  Pertimbangan Kadin Indoncsia adalah  perangkat organizasi Kadin
Indenesia yang terdivl atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha proving yang
dipilih  dan  diangkat oleh  Munas/Muraslub  melalui  sister pemilihan
sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat {9),

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia beranggotakan pelakn-pelakn  ekornomi
yang menyalurkan aspirasi ketign unsur pelaku ekonomd, yang jumlahnya
disesuailkan dengan kebumban ditambah unsur pengusaha provinsi dan setiap
Kadin Provinsi, yang masing-masing diwskili secara ex-officio oleh Ketua Dewan
Tertimbangan Kadin Frovins.

(3 Dewan ...
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(3) Dewan Pertimbangan Kadin Indonssia dipimpin oleh seorang Ketua dan empat
orang Walkdl Ketua, terditi dari unsur Usaha Negara, wnsur Usaha Koperasi, unsur
Usaha Swasta, dan unmr Pengusaha Provinsi dan jika diperlukan dapat ditambah
sesuai dengan kebuinhan,

Dewan Perimbangan Kadin  Indonesia  dalam  melaksanakan tugnsmya
bertanggung jawab kepada Munas.

Tugas dan wewenang Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia:
. melaiukan pemantanan terhadap pelaksanaan Anggavan Dasar dan Angearan

{4)

(5)

b.

Rurmah Tangga dan Keputusan-Kepuhisan Manas;

menilaj dan mengusulkan penyemputnasn dan/atau penskitian lebih [arjut
atas laporan kerja, keuangan, dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan
Pengurus Kadin Indonesia;

melakukan pemantauan wrhadap dinamika Anesota Luar Biasa azar femp
sejalan detigan Kebifaksenaan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan
dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pembinaannya;
menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewsn Pengurus Kadin
indonesia baik diminta alaupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut
duria usaha dan organisasi:

melelukan pengamatan dan penilaian ates pelaksanann bisnis vang bersik,
ransparan, profesional dan etika bisnis obeh dunie usaha dalam lingkup
nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan
saran-tindak kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

menyampaikan pertimbangan dan saran scbagai bahan untuk penyusunan
rancangan Frogram Umum Organisasi kepada Munas, sefelah mEnAtpung
Aspirasi dart Anggota Luar Biasa dan Fengusaha Frovinsi;

memfasilitasi  penyelenggardan  konvensi Anggota Luar Biasa  untuk
menetaplan wtusan Organisasi Perusahaan dan Organizasi Pergusaha Tinglat
Nazsional pada Munas, Munashyb, dan Munaess sebagaimena dimaksud Pasal
B7 ayat (4) huruf b, Pasal 18 ayat (7) huruf b dan Fasal 19 ayat (3) huruf b,
sesuai keteriuan yang diatur dalam Angsaran FEumah Tangaa;
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h, mcnyummdﬂftarnmnamhnuewnnﬁrﬁmhaﬂgﬂnﬂadinlndnmiadan
DfnmnPengunuﬁadinmdnne:iadnﬁm@ummmdlnmmidmgan
ketenhuan Pasal 1 huruf m yang memiliki KTA-B yang berlaku yang dicelonkan
ataupun mencalonkan diri sesuai ketenhsan Fasal 32, dan menyampaikannya
kepada Mupas.

Dalam melaksanakan fugas dan wewsnang ssbagaimana dimaksud gyat (5),
Dewan Periimbengen Eadln Tndonesia dapat memberikan satan mengenal
pelaksanaat kebijaksannan organisesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, dan mengenai pelaksanaan Kepnbitan-Kepursan Munag kepads Dewan
Pengurs Kadin Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimena dimaksud ayal (6),
Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dapal meribentuk kormisi-komisi dari dan
di antara snggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang menjadi mitra kerja
yvang bersamaan dari Dewan Pengurus Fadin Indonesia.

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia bekerja secara kolekif yeng taia caranys
diterilikan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Fertimbangan Kadin
Indonesia yang dindakan menurur kebutuhan dengan ketentuan sckurang-
kurangnya satu kali setahun,

Penampurigan aspirasi scbagaimang dimalesud ayat {5) huruf § dilaloukan dengan
mengadakan konsultasi atau rapat-rapet dengan Anggots Luar Biasa, yaily
Organisasl Perusahaan yang keanggotasnnya terbuka bagi Badan Usaha Milik
Megara, Badan Usahs Koperasi dan Badan Usiha Swasta, dan Organisasi
Pengusaha Tingkat Masional dan Pengusaha Frovinsi.

{10) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyelenggarakan rapat  pkno

tahunannya scbelum diselenggarakannys Rapat Pimpinan HNesional, unmk
menyusun saran-saran yang aban diajokan pads Bapat Fimpinan Naslenal
tersebut

(11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dinyatakan mencapai kuotum

dan sal jika dihadiri oleh lebih cari satu per ¢ua jumiah anggotenya dan
ksputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jikn disepekafl oleh suara
terbanyak dari anggota yang hadir.

(12) Apebila ...
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(12) Apabila kucrum tidak fercapai, maks sidang pleno dilinda paling lama dua kali

30 (tiga pululd menit.

{13 Apabila stsudah penunclaan sebagaimana dimaksud ayat (12) Kuocum fidak juga

bercapai wiapl dihadiri oleh sckurang-kvrangnya satu per liga jumlah
anggotanya, maka sidang plenc ketap dilangsunglan dan semua keputugan yang
diambil adalah sah.

(14) Rapat pleno Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia untuk pelaksansan tusas dan

wewenang schagaimana dimmaksud ayat (5) hmaf © dan huruf g, dilaksanalean
sebelum penyelenzsaraan Munas/Munaslub/uonassus,

Pasal 22
Dewan Penguras Kadin Indonesla,
ket AL et Kk Hi isest kebuar dan kedalar. d e
kepenginiean lima chun, yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Mungslob melalni
sistern pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayaf {9) terdini dari Pengurus
Hanan, Pengurus Hatian Langkap, dan Fengurus Lengkap,
&. Pengous Havian Kadin Indonesia adakah Peran gkt Dewsn Pengumis Kadin Indonesla yang
tendiri clari Kefua Urmuim dan Para ‘Walil Eefus Unwun,
b Fengurus Havian Lemglap Kadin Incoresia adalah Petargbet Dewan Pergparns Kadin
Tutrlahoue dlsesiailean memarut ebatuban,
e Pengurws Lemgkep Kadin Indonesia adatah Perangdat Dewan Fengumus Fadin bhdenesia
Tetp, can Fetia Baden-Fadm dan/abm Ketwa Lembaga-Lembaga Enderral Kadn
Indonesia,

Dewan Fengurus Kadn Indowess bertngas menetaphan kebijakan pelaksanaan
fungs dan tizas Kadin sebagaimena dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serts
keputusan-kepuhisan Munax dan Rapimnas, serts bertangsung jawab kepada
Mimas.

(4} FPemilihan ...
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{4y Femilihan dan pengangkatan Dewan Penguius Kadin  Indonesia  dalam
Munas/Munashib dilakukan melalui pemilihan Ketog Unnun Dewan Pengutus
Kadin Indonesis yang sckaligns merangkap sebagai Ketua Formatur dan erpat
anggota formatur sehagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).

Komitz tetap metupakan bagian kepengurusan Kadin Indonesia yang, menangani
aspek-aspek lintas-sektoral,

Dewan Fengurus Kadin Indonesia dalam meleksanakan tugas sebagaimana
dimaksud ayat (2) berwenang;

{5

(6]

a.
b.

f.

menetapkan kebijakan dan tencana ketja;

menganglat para Ketua dan Waldl Ketua Komike Tetap yang merupakan
bagian dari kepengurwsan Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menwrt
kebutuhan;

membentnk badan-badun dan/atau lembaga-lembags inttrnal, seperti komite-
komite Iuar negeri (bilateral, mulblaserall, komile-komite khusws/ieknis, lem-
baga-kmbaga, badan-badan, dan yayasan-yayasan;

membentuk panitia dan komite khusus yang bersifat &7 Soc, secth mengangkat
penasehat-penaschet ahli yang diperhukan untuk berbagai kegiatan, tugas, dan
usaha;

menctapkan sanksi orgarusasi terhadep anagota Dewan Penaschat EKadin
Indenesia, Dewan Pertimbengan Kadin Indonesia dan/stau anggois Dewan
Pengurus Kadin Indonesia yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar
dan Anggaran Fumah Tangga, dan lkeisntuan organizasi lainnys, sekelah
berkonsultasi dengan Devan Pertinnbangan Kadin [ndonesia:

menetapkan sanksi organisasi kerhadap Dewan Pengurus Kadin Provins yang
tidak melaksanakan dan/aban melakukan pelanggaran ptas  ketentuan
Angzaran Desar dan Anggaran Rumeh Tangga, dan ketentuan crzanisasi
lalrmya setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indenesia,

Pembentukan badan-badan dan/atan lembaza-letabaga indernal scbagaimana
dimaksud huruf ¢ dan d, diatur tersendivi dalam keputusanp Dewan Pengurus
Kadin [ndonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Dewan Fengurus Kadin Indonesia.

(7) Dewan..,
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{7) Dewan Fengurns Kadin Indonesin mengesabkan dan mengukuhkan Dewan
Penaschat, Dewan Pertimbangsn dan Dewan Fengurus Kadin Provinsi hasil
Musyawarah Provinsi.

(8) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapai mtngnngﬁt Anggota Kehormatan Kadin
Indotiesia yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggmaran Ruamah
Tangsa.

() Dewan Fengurus Kadin [ndonesia beketin secora kolskilf vang aia caranya
ditentukan dan disepakaii olth dan dalam rapat Dewsn Pengurus Kadin
Inclonesia.

(13 Dewan Pengurus Fadin Indonesia untuk menetapkan keputusan mengenal
masalah-masaleh keorzanisasian yang mendasay harus diltkukan dalam rapet
yang mencapai kuorum dan sah jilka dihadiri oleh kebih dadl sam per dua jumlah
angzota Fengutus Harian Langkap.

{11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapal sebagaimana dimaksud ayat (10)
ditunda selama dua kali lima belas menit.

(12) Jika sesudah dua kali penundaan sebagaimana ditnaksod ayat {11} kuorom kdak
Juza tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangmya sahu per Gga jumlah
angzotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan setnma kepuiuwsan yang diambil
adalah sah.

(13) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengadakan Rapai Pimpinen Masional dan
rapat-repat lainnya yang dianggap perlu.

(14) Rapat-Rapat Dewan Fengirus Kadin Tndonesia;

8. Fapat Pengurus Harian menctapkan kebijakan orgamisas yang penting dan
mendesak berdasarkan  keputusan-kspuhusan  musmwarah,  selurang-
kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan dan hagilnya herus dilaporkan
kepada rapat Penguris Harian Lengkap.

b. Rapat Pengurus Harian lengkap Kadin Indomesin menetapkan kebijakan dan
koordinasi afas kegiatan dan tugas-tugss Komite Tetap, diadaken menurut
ksbutuhan, sekurang-kurangnya sata kali dalam 3 (tiga) bulen.

. HRapat..
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<. Rapat Penguris langksp Fadin Indonesie menctapkan kebijakan dan
koordinaai secara menyeluruh, disdaken menurut ksbatohan, sekorang-
kurangnys satu kel dalam & (emam) bulan, s di snbemnys disdaken
sebehun Rapat Pimpinan Nasional,
(15} Dewan Fengurus Redin Indonesia menerima saran-saran baik diminks atanpun
tidak dari Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia,

Fasal 23
Rapat Fimpinan Nasional

(1) Rapat Pimpinan Mationsl disingkat Eapimnas adalah rapat pimpinan jajaran
organisasi delatn rangks koordinesi, sinkronishs den wpaye-upayn sinergistk
dalam perencanaan dan pelalsanaan prograrm-program antar-jajaran.

(Z) Dewan Fenzurus EKadin [ndonesic menyelsngearakan Rapimnas, selurang-
kurangmya satn kali dalam saty  tahun, unink menjalankan  ketentuan
sebagaimana ditentukan pada ayat (7).

(3) Fapimnas dihadiri okeh peserta dan peninjaun.

(4) Peserta Rapimnas krdir] atas:

Dewan Fenasehat Kadin Indonesia;

Dewan Pertimbangan Fadin Tndonesla:

Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

Katua Umnam-Ketua Umuam Dewan Pengurus kadin Provinsi;
Katua Umam-Ketua Umnum Anggota Luar Biasa Tingkat Nasicnal.

£ Lon o=

{5} Feninjan Rapivmmas terdirj atns:
1. Anggola Fehormatan Kadin Indotesia
b. Uhwisan Dewan Fengurus Kadin Provinsi vang jumlabnya ditenfukan olkch
Dewan Fengurus Kadin Indonesia;
¢. Utwsan Anggota Luar Piasa Tingkat Nasional yang jumilahnya ditentukan cleh
Dewsn Pengurus Eadin Indonesia;
. Direkrur Ekszkubif Fadin Indonesia dan Kadin Provins.
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{c} Hak dan Kewajiban Peszrta dan Feninjau Rapitonas:
2. Setiap peserta Rapimnas mernpunyaf hak yeng sama, yaim hak saara dan hak

(7)

)

b,

bicara.

Kewnjiban peserin Rapimngs adalah menaati dan melaksanakan semua
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Fumah Tangga serta tata tertib dan
ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang
fidak bertantangan dengan Angzaran Dasar dan Angsaran Bumah Tangga.
Hak peninjau Rapimnas distur dalam tate tertib penyelenggaraan Fapimnas,
sepanjang Hdak bertentangen dengan Anzgaran Dasar dan Anggaran Fumah
Tangea.

Eapimnas mempunysi wewenang:

a.

menetaplan Sagaran dan Program Kerja Tahunan seria pembagian hugas setlap
jajaran organisasi;

nelakukan evaluasi terhadap koordinasl, sinkronizasi dan upaya sinergistik
dalam perencanaan dan pelaksanaan prograni- progrem antar-jajaran;
rmembanbr Dewan Penzurus Kadin Tndonesia unbk memuhiskan hal-hal yang
tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya diperfangzung-jawabkan
kepada Munas.

. Khusus nntk pelaksanaan wewenang vang dimaksnd ayat (7) huuf o,

Rapimnas harus mencapai kuorum dan dinyataken sah jika dihadiri oleh lebih
dati satu per dua jumlah peserta Bapimnas sebagaimana dimaksud ayat (4)
dan keputusannya dipyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggots jika

dizepakati secaras musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang
hadir,

Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf s tidak tercapsi, maka Rapimnas
dapat ditunda sebanyak-banysknya dua kali satu jam.

. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuoram belum juga

tercapai, maka Rapimnas tetap dilkngmnckan dan semus kepohusan yang
diambil adalah sah dan mengikat ocganisas dan anggots jika disepakati secara
musyawarah atau oleh suara =rbanyak danl peserts yang hadir,

Pasal 24 ...
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Fazal 24
Szkrelariat Kadin [ndonesia

Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang
ditetapkan Dewan Fengurus Kadin Indonesia, serid menyelenggarakan program
layanan kepads Anggota dan dunia usaha.
Sekreteriat ¥adin Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang
merupakan  tenaga  professional  yang  bekerja  penuh  wakhi, bukan
pengusahaspesawal nezeti/swasta dan tidak bokh dirangkep coleh Dewan
Fengurus, Dewan Penasshat danfatau Dewan Pertimbangzan.
Dirgkrur Ekselutif Sekretariat Kadin Indonesia dalam melaksanakan layanan
kzpada Angzoim dan dunia usaha sebagaimana dimalksud ayat (1), berkewajiban
thenyusun program kerja dan anggaran tadhunan sebretariat unhik disahkan oleh
Pengurug Harnsn Kadin Indonesia.
Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur ujl kelayakan dan kepatutan (72 and
Froper fesh deri calon-calom vang diseleksi secarn terbuka, diengkat dan

diberhentikan oleh dan bertanggung jaweb kepeda Fengurns Harian Kadin
[ndornicsia,

Direkhur Elcselnitif mengajukan strukiur organisasi Sekretariat Kadin [Indonesia
unfuk ditetaplkan oleh Fengurus Harian Fadin Indonesia

Fasal 2%
Muosyawarah Provinsi/Eabupaten/Rota
Musyawarah Provinsi dan Kebupaten/Keta:

a. unhtuk Provins disingkat Muprov, adalah perangkat organizasi Kadin Provinsi
sebagai lembaga perwskilan anggeta dan merupakan lembaga kekuasaan
tertingei Kadin Provinsi

b. uniuk Kabupaten/Koda disingkar Mukab/Muokota, adalah perangiat organisas]

Fadin Kabupaten/Kota scbagai lembaga angzota dan merupakan lembaga
kekuasaan tertingzi Kadin Kabupaten/Kota;

{2} 8. Muprov/ ..
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Muprov/Mukaby/ Mukota diselenggarakan satu kali dalam 5 (lima} tabmn oleh
Dewan  Pemgurus Kadin  Provinsi/Kabupalen/Kota masing-masing yang
pelaksanaaniya paling cepat 2 idua) bulan sebelum atau paling lambat dua
bulan sosudah masa jabalan kepengurusannya berakhir;

Dewan Penguruz Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kol membetitahukan secara

tertulis rencana penyelenggarasn  Muprov/Mukeb/Mukota  selambat-

lambainya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannys kepada:

b.l. wituk Muprov. Kadin Indonesia, perangkat Eadin Provins, Kadin
Kabupaten/Kowm dan Angsots Luar Biasa Kadin Provinsi;

b.2. ontuk Mukab/Mubkota: Kadin Provinsi, perangkal Kadin Kabupaten. Kola,
Anggota luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Biasa yang
bersangkutan. |

(3)  Muprov/Mukab/Mukota masing-masing dihadiri oleh pegerta dan peninjay.

(4) Peserta Muprov/Muka b/ Mukota terdini ams:
a.1. untuk Muprow: Anggota Blasa yang divabili uhagen Anggota, yaitu:

a.[.1. Para Betua Dewan Pengirus Kadin Fabupaten/FKota sacara ex-offfcio,

a.l.Z. Unisan Anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewsn
Pengurus Lengkap Kadin Fabupaten/Kota yang kwmsus diadakan

menjelang Muprov, ssbanyak 2 (dua) orang;

a.Z. untmak Mukab/Mukiota: Angzota Bissa yang bersanglutan;

c.
d.
¢,

untuk Muprev: Anggots Loar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh
utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusahn Tingkat Provins
yang dipdih teelslui konvensi menjelang Muproy, dan dishur dalam
Anggaran Brunah Tangea;

Dewan Fenasehat Kadin Provinsi/kabupaten /Kota yang bersangiutan;
Dewan Ferimbangan Kadin Provinsi/Kabupaien/Kola yang bersangkutan;
Dewan Pengurus Kadim Provinsl/ Kabupeten/Kota yang bersangkutan,

Peserta sehagaimana dimaksad hucuf a.1., 8.2, dan b adalah Peserta Fenuh.
Peserta harus memiliki Kartw Tanda Anggots Biasa (KTA-B) yang masih berlaku,

i{5) Ketentuan ...
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(5} Felentuan mengenai Feninjaun Muprov/Mukab/Mukots diatur dalam Anggaran

{)

()

Rumah Tangzn.

Hak peserta Muprov/ Mukab/Mukota:
a.l. untuk Muprov. Peserta Fenuh mempurnyal hak sugra yang mencakup hak

memilih Fetia Umam Dewsn Penguras Kadin Provinsi yang sckaligus
merangkap Ketua Formatur dan 4 (empat) ‘orang anggota formatue, hak
bicara dan hak dipilih;

. untuk Mukab/Mukoin: Peserta Fenuh mempunyai hak suars yang mencakup

hak memilih Ketun Dewan Fengurns Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligns
merangkap Fetua Formatur den 4 (empsf) orang anggota formakur, hak
bicara, hak dipilih dan hak mengusilkan nama calon Dewan Penaschat,
Dewan Pertimbangan dam Dewan Fengurus Kadin Kabupaten/Kotz melalni
Dewen Fertimbangan Kadin Kabupaten/Kota?

Dewan Penasehat EKadin  Provinsi/Kabupaten/Kota yeng bersangkutan
mempunyal hak bicara dan hak dipilih;

Dewan Pertimbanzan Kadin Provinsi/Febupaten/Eotm yang bersangkuian
mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

Dewan Pengurns Kadin  Provinsi/Kabupaten/Fom  yang bersanglutan
memnpinysi hak bicara dan hak dipilih,

Kewajiban peserta Muprov/Mulaby/Mubiota adalak menasd Jan melaktanakan
semua ketentuan Angearan Dasar dan Anggaran Rumah Tangza serta tata tertib
dan  ketenfuan-ketentwan lain mengenel penyelenzzaraan Muprov/Mukab/
Mukota scpanjang tidak bertentangan dengan Anggsran Dasar dan Anggaran
Eurnah Tangssa.

(5 Muprov/Mukab/Mukol mempunyai wewensng:

a. membenkan penilaian dan kepuhysan ferhadap perianggungjawaban atay

pelaksanaan Program Urnumn Organisasi, kevangan, dan perbendaharaan dar
Dewan Penguras Kadin Provinsi/Fabupaten/Kota yang bersangkutan, serta
pertanggungjawaban pelalsanaan mwgas Dewan Periimbangan dan Dewan
Fenaschat yang bersangkutan;

b. menetapkan ..,
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b. menetapkan Program Umum scbagai Garis Pesar Program Organisasi  Kadin

Provinst/Fabupaten/Eota yang bersanghkutan, yang sefalan dengan Program
Umiim Organdsasi Tingkatr Masional;

. menetapkan Kebijakan Umumm Organizaei Kadin Provinsi/Kabupaten/Kom

yang bersanglutan, yanz ssjalan dengan kebijalan timdm ¢rganisasi yang
tingkainya lebih tingzi;

- menetapkan keputusan untul merpelessikan permasalahan organisasi dan

masalah-masalah penting Laivwrys,

. memilih dan mengangkat Dewan Fenasshat, Dewan Pertimbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Fota yang bersangkoutan.

. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Penaschat, Dewan Pertimbangan dan

Dewan Penzutrus sebagaimena dimaksud avat {(8) huruf ¢ dilakulan melalhud
sistem pemiliban Ketug Upnamn Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Davwan
Petigurus Kadin Kabupaien/Fota masing-masing, yang sekaligus merangkap
sebagai ketua formahur dan 4 (smpat) orang anggora formatur.

. Formakur sebagaimana dimakyad huraf 8 diberi kepercayean dan wewenang

urtuk memilih dan menetapkan Dewan Penaschat, Dewsn Pertimbangan, dan
Dewan Fengurus Kadin Provinsl/Kabupaten/Kota yang bersanglowtan.

. Dewmn Fenasehat, Dewnn Pertimbangan, dan Dewnn Pengurus FKadin

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersanglutan dipilih dengan mengutamalkan
nama-nama dari daftar nama calon yang disusun olth Dewnn Pertimbengan
masing-masing.

Dewan Penaschat, Dewdarn Pertimbangan, dan Dewan Penzurus Kadin
Provinsi/Eabupalens/Kota terpilih selanjuinya dimintakan pengesahan dan
penzuluhannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebib
inggi.

¢. Tata carn pemilihan Dewsn Pertimbangan dan Dewan Fengurus Kadin

Provinsi/ KEalupaten/Keta distur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(100 Muprov/ ...
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(10) Muprov/Mukab/Mukots dinyatakan mencepai bucram dan sah jika dihacii

oleh:

2. untuk Muprov: lebih dari satu per dua dari jumlah Pessrta Penuth,
b. untuk Mukab/Mukota: lebih dari satu per dug junlah Peserta Penvh.

Dan keputnsanmya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggeta jika
disepakal secara musynwarah atan oleh suarn wrbanyak dari peserta yang
mempunyai hak suara yang hadir dalam Mupeov/Mukab/Mukota yang
bersanzlukan.

(11) Jika jworum tidak tercapei, maka Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan
ditunda paling lama 2 {dua) jam.

(12) Jika sesudah penundean sebagaimana dimaksud ayat (11 kuorum belum juga
tercapai, malka:

a.

urttuk Muprov:

a.l.

al,

a3,

Jike Muprov dihadin oleh sekurang-kurangnve satu per tiga dar jumlah
Feserla Penuh, maka Muprov detap dilangsungkan, dan semua
kepuiusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan
anggola jike disepakati sccara musyawarah atau oleh suara lerbanyak
dari peserta yang punya hak suara dalam Muproy.

Jike yeng hadir kuwrang dari satu per tiga dari jumlah Peserta Fenuh,
maka Moprov ditunda paling lama 3 (tigs) balan, dan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi segers menjadwalkan kembali penyelenggarasn Muptoy
dan mengirimkan pemberitahman dan undangan kembali menghadivi
Muprov kepadas Feserta dan Peninjan Muprov.

Jke sesudah penundaan ssbagalmans dimaksud huruf a2, knorum Hdek
Juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsungian, dan sermua keprabusan
yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggote jika
ciszpakati 3ecara musyawarah aktau oleh suarg terbanyak dari peserta
yang putiyd hak suara yveng hadir dalam Muprov.

unhuk Mukab/Mukota:

b1, Jika ...
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bl Jika Mukab/Mukota dihadiri olech sekurang-kurangnva safu per tiga
dari jumizh Peserta Fenuh, Mukab/Mukoia tetap dilangsungkan, dan
semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan
angsot fika disepakah secara musynwarah atau oleh suara terbanyak
dani Anggota Binsa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

b.2 Jika yang hadir kurang dami seto per higa jumlah Pesertp Penub,
Mukab/Mukotd ditends paling lama 3 (Hga) bulan, dan Dewan
Pengurus  Fadin  Kabupaten/Kota  segera  menjadwelkan  kembali
penyelenggaraan Mukabs/Mukota dan mengirimkan pemberitahuan dan
undangan kembali merghediri Mukab/Mukota kepada Peserta dan
Peninjau Mukab/Mukota.

b.3. Jika sesudah pemunidazn sebagaimana disakesud hurnf b2, kuooum Hdak
Juza tercapai, makas Mukab/Mukota &tap dilangsungkan, dan semua
keputusan yang diambil adalah sabh Jden mengikat organisasi dan
anggola jika disepakati secara musyawarzh atau oleh suarz terbanyak
dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/ Mukota,

Fazal 26
Musyawarah Provins/Kabupaten /Kota Luar Blasa

(1) Musyawarah FProvinsi/Kabupalen/Kota Luar Blasa, disingkat Muproviub/
Muksblub/Mukotalub, adalah Musyawarsh yang diselenggarakan di luar jadwal
berkala Muprov/Mukab/Mukota untuk metninta pertanggungiawaban Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggatan-pelanggaran
prinsip atas  Anggaran Daser dan Anggaran PFumah Tangge dan/atay
penyelewengan- penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisas oleh
Dewan Pengturus Kadin Provinsi/Eabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya
Dewan Penguris Kadin Provinsi/Eabupaten/Kota, sshingga keternan-ketentuan
Anggaran Dazar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau kepuinsan-keputusan

y Mupror/Mukab/ Mukota tidak terlaksana sebsgaimana mestinya.

(2) Muproviub/ ...
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(2} Muproviub/Mukablub/Mukotalub scbagaimans dimekswd ayat (1) diselenggara-

kar berdasarkan permintaan dari:

2. uniuk Muptovlub: sekurang-kwrangnya satu per dua  jumlah  Kadin
Kabupeten/Kota yang bersangkuian dan sate per dua dari jumlah Anggota
[uar Biasa Tinglat Provinsi yang mengikuti Muprov lerakhir yang merupakan
hasil képutusan rapat Dewan Pengurus masing-masing;

b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya satu per dua jumlah
Anggota Binsa Kabupaten/Kota yang bersangkutin yang merupekan hasil
kepuhuzan rapat Dewan Pengurus masing-masing.

(3} Perminiaan penyelenggaraan  Muproviub/Mulkablub/Mukolalub  sebazaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai
berikut;

a.  Adanya peringatan tertulis terlebibh dahuby kepada Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota ams hal-hal scbagaimana dimaksud ayai (1)
sekaligus memberikan batas wakiu paling lama 30 {Higa puluh) har untuk
memperbaikinya ywang diberikan:

a.l. untuk Muproviub olch Dewan Pemgurys Kadin  Kabupaten/Xota
sshagaimang ditmaksud ayat {2) huruf n-, baik sendiri-sencdirvi maupun
bersama-sama, berdasarkan kepulusan rapat Dewan Pengurus Kadin
Fabupaten/Koin masing-masing yang bersangkuian;

a.Z untuk  Muksblub/Mukotalub okh Angsola Bissa  sebagaimana
dimaksud ayar (2) hurul' b.

b. Jika setelah batas wakiu sebaguimana dimeksud huruf 8 peringaian tersebut
bdak diindahkan, maka Dewan Pengurus Eadin Provirsi/Kabupsten/Kota
diberi peringatan erinlis kedua dengan batas waki paling lama tiga putuh
hari untuk memperbaikinys.

¢ Jka setelah bBatas wakiu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus
Eadin Provinsi/Kabupaten/Kota ddak juga mengindahlkan peringatan tertulis
k2dus tersebut, maka:

¢.1. umiuk ...
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¢-1. wnhek  Muproviub:  Dowan  Pengurus  Fadin Eabupaten/ Kot
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun
bersatnn-sama, dapat mengayjukan permintaan nnmuk mengadekat
Muprovinb berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus  Kadin
Kabupaten/Eota masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu;

c.2. untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa sebagaimana dimakszd
ayat (2) huruf b secara bersama-sama dapat mengajukan permintaan
untuk mengadakan Mukablub/Mukotalub.

4) a. %etiap Dewan Fengurua Kadin Kabupaten/Fom/Anggota Biasa yang memtinta
disdakannya  Muproviub/Mukablub/Mukotalub dapat menarik kembali
permiintaannys jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesglahan
dalam penilaian atas Dewan Fengurus Kadin Provinsi/Kebupaten/Kots.

b. Dewan Pengurvs Kadin Kabupatsn/Kota/ Anzgota Bidss yang menarik bembali
permintaan  dindebannya  Muprovivh/Mukablub/Mubiotalub  sehagrimana
dimaksud huruf o idak dibenarkan mengulangi permintasn atay ikt memints
diadakannya Muproviob/Muokablub/Muokotalyb uneuk alasan kasus ying
sama.

(5} Penyelenggara dan penanggungjawab Muproviub/ Mukablub/Mulotalob:

a. untuk Muprovlab: Dewan-Dewan Fotigurus Kadin Kabupeten/Fota yang
bersangkutan yang meminta diadakannya Muproviub menjadi penyelongeare
dan penanggung jawsb pelaksanaan Moproviub setelah berkonsultasi tarlsbih
dahulu dengan Dewan Pengurus Fadin ndonesia;

b. untk Mukablub/Mukotalub: Anggots Bissa yang bersangkutan yang meminta
diadakannya Mukeblub/Mukotalub menjadi penyelenggar dan Penanzgung,
jawab  pelaksangan Mukablub/Mukotalub setelah berkonsnltasi terlebih
dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Provingi yang bersangkutan,

(6} Penyelenggars ...
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Fenyelenggara dan penanggung  jawab  Muproviub/Mukablpb/ Mukotalub
mempersiapkan taty tertib yang juga metnust tats cara penyampaian pendapat
dan penilaian atas hal-hal yang feloh dilabukan Dewsn Pengurus yang
bersanglutan yang disnggap telab menyimpang den atau tidak semipi dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Bumeh 'I‘an,g;;;n, dan atau penyelewsngan
keuangan dan perbendaharaen organisasi dan/atan tidak berfungsinys Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota,

Espuiugan-keputusan  Muproviub/Mukablub/Mukotalub  mengikaé ovganisasi

dan anggota.

Feserta Muptoviuby Mulkablub,/Mukotalulx:

a,1. untuk Muproviub: Angsota Bissa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:

A.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Fota secara ax-o/fcsr,

a.1.2. Utusan Anggotn kabepaten/kots yang dipilih dalam Rapat Dewan
Pengumis lengksp Fadin Kabopsten/Fota yang Ehuwmus diadakan
menjclang Muprov, sebanyak dua orang;

a.Z. untuk Mukablub/Mukotalul: Angzota Biasa yang bersangkutan;

b unfuk Muproviub: Anggota Luar Biasa yang diwakili aleh utisan Organisasi
Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provingi yang dipilih melalui
konvensi menjelang Muptoy, dan diatur dalzi Anggaran Rumah Tangea;

¢, Dewan Penaschat Kadin Provinsi/Fabupaten/Kota yang bersanghutan;

d.  Dewan Pertimbangan Kadin Provins/Kabupeten/Kata yang bersangknian;

¢.  Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersanglntan,

Peserta sebagaimana dimaksud huruf 2 dan b adalah Peterta Paniah

Peserta haris memilild Fartu Tards Anggota Biasa (KTA-B) yang masih berlaku.

Perinjau pada Muproviuk/Mukablub/Mukotalub hanyn Dewan Pengurus yang
tingkatan organisasinya lebih tinggi.

{10Y Hak peserta Muproviuby/ Mulabhb/Mukotalub:

a.1. untuk Muprovlub: Peserfa Penuh mempunyii hak svara yang mencakup hak
memilih Ketuia Umum Dewan Fengurus Kadin Provinsi yang sekaligus
merangkap Ketua Formatmr dan 4 (empatl orang anggola formetur, hak
bicara dan hak dipilik;

al., umuk ..,
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&.2. ik Mukablub/Mubkotalub: Feserts Peruh mempunyai hak suara yang

d

mencakup hak memilih Kefus Dewan Pengurus Kadin Eabupaien/Kota vang
sckaligus merangkap Ketuz Formatur dan empat orang anggotd formatur,
hak bicara dan hak dipilih;

Dewan Penaschat Kadin Provinsi/Kabupaten/Eota mempunyai hak bicara
dan hak dipilih;

Dewan Fertimbangan Eadin Provinsi/Kabapaten/Fota mempunyai halk
bicara dan hak dipilth;

Dewan FPengurut Kadin Provinsi/Fabupaten/Kofa yang bersangkutan
mempunyai hak bicara dan hak dipilik,

(11) Kewajiban peserta Muproviub/Mukablub/Mukotalub  adalah  menaati  dan
melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dagar dan Angseran Rumah Tangga
serta tata fertib dan kelenfuan-ketenivan lain mengensi penyelenggaraan
Mupreviub/Mukablub/Mukollub  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangsa,

(12) Muproviub,/ Mulkablub/Muketalub mempu Myal wWewening:

Menilal, menerines, dan mengesahkan alau menclak pertangzungjawaban
dan/ ataw kinerla Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Eabupaien/Kot masing-
masing,
Jika pertanggungjawsban  dan atau  Kinerja  Dewan Fenguriz  Kadin
Provinsi/ Eabupaten/Kota sebagaimana dimaksud hurwf & ditolak amu tidak
diterimig, maka Muproviuk/Mukablub/Mukotzlub dapat memberhentikan
Dewan Penaschat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Fengurus Kadin
Frovinsi/Kabupaten/ Kota yang bersanglatan.
Delam hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud burwf b, maka Muproviub/
Mulablub/Mukotalub segerm mengedskan pemilihan dan pengangkatan
Dewan  Penaschat, Dewen Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaien/kota baru yang bersangkutin dengan menguiamakan
nama-rama  yang tercantum dalam dafar calon yang diusulian  peda
Muprov/Mukab/Mukotn sebelumnys, melaltd sistem pemilibon dengan cara
sehagaimana dimakswd Pasal 25 ayat {9 dan selapjuimya  dirdntakan
pengcﬂa}mndanpcngtdudunnyahpadaﬂewmmmmm@thhﬂl
hnggi.

{13) Muproviub/ ...
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(13) Muprovinb/Mukeblub/Mukotilub dinyatakan mencapai kucrom dan sah jika

A untuk Muproviub:  sekurang-kursngnya dua per biga darl jumleh uhusan
Anggota sebagaimana dimaksud ayat {8) hurud a1 dan hurwf 4 serta
keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan angzota jila
disepakati secara musyawsrah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang
mempunyai hak suara yang hadir dalam Muproviub yang bersanglutan;

b. untlk Mukablub/Mukotalub: sekuranzg-kurengmye dua per figa dari jumlah
Anggotn Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud avat (8) huni a2
dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepaliati secars musyawarah atau olsh suars terbanyak dati peserta vang
mempuiyai  hak suarn yang hadic dalarm  Mukablub/Mukotslub  yang
tersangkutan.

{14) Apabila kuomum tidak tercapai, maka Muproviub/Mulabtub/Mukotalub yang

bersangkutan ditunda paling lama 2 (dua) jam,

(15) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimakswd ayal (14) kuorum belum juga

(1)

{Z)

tercapal, maka Mupreviub/Mukablub,/ Muketlub yang bersangkutan dinyatakan
batal, dan permintaan untuk mengadakan Mwproviub/Mukablub/Mukotalub

dinvatakan gugmr,

Pasal 27
Devan Fenasshat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Dewan Penasehat Kadin Provinsi/Kabupaten/Eota adalah perangkat organisasi
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri dari wokoh-tokoh donis usahs
Provinsi/Kabupaten/Kota dan masynrakat yang dipilih den diangkat okh
Muprv/ Mukaby/ Mukots.

Dewan Penaschat Kadin Provinsi/Fabupaten/kots beranggomkan tokoh-tokoh
duniz usaha Pravinsi/Kabupeten/Xota dan masyarskat yang diangsap mampu
memberikan pemikiren-pankiman delam rangka pengembangan perekonomian
Previnsi/Kebupaten/Kofa bersanglutan.

(3) Dewan ..
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{(3) Dewan Penasehat Kadin Provinsi/EKebupaten/Kotm ferditl afas seorang Ketwa dan

(4)

beberapa Wakil Ketua serta sefunlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan,
Dewan Penasehat Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kota dalem melaksanakan ugasiya
bertanggung jawab kepada Muprov/ Mukab,/ Mukota.

{3} Tugas dan Wewenang Dewan Perusehat Fadin Provinsi/ Kabupaten /Kota:

a. memberikan nasehat mengenai perkembangan ekonoml bail: diminta mapum

dak, dalam rangka  peningkatan  daya aging  ckonomi
Provissi/Kabupaten/Kote  scbagai mwasckan dan umlan kepads Dewan
Pengurus Fadin Provinsi/Eabupaten/Fota bersangkusan sesuai kebuhzhan.

. Dewan Fenasthat Kadin Provinsi/Kabupaien/Kota menyampaikan analisa

perkembangan ekonomi setiep shhir tahun dan prediksi perkembangan
ckonomi  whun  berilutnya  kepads Dewan Fengurus  Eadin
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

- Dewan Penaschat ¥Kadin Provinsi/Kabupaten/kota memilih dan menyuslin

nama-nama yang mewakili Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di dalam badan
arbitrase  serta  mengusulkannya melalui Dewan  Pengwrus  Kadin
Frovinsi/Kabupaten/Eota.

menyampaikan saran sebagai behan untk penyusunan mncangan Kebifakan
Umum dan BRencans Kerjo Organisasi, khuswsnya yang menyang kot
perkembangan ekonomi kepada Muprov/ Mukab/Mukots,

- menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusuban mbcangan program

kerja tahutian, khususnya menyangiut perkembangan ekonomi kepads Rapat
Fimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota.

. bekerja secara kolekhif yang tala caranye ditentukan dan disepakat dalam

rapal Dewan Penasehat Kadin Provinsi/ Kabupaten /Kota.

Dewan Penasthat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat.
rapat sesual kebutuhan seburang-kueangnye & {enam) bulan sekali, serta
diantamanys  disclenggarakan scbelum  Rapai Fimpinan Kadin frovinsi/
Kabupaten/Kota dan Muprov/Mukab/Mukoa,

- Dewan Fenasehat Kadin Provinsi/Kabupaten/Fota dapat melakukan rapat

Fonsultasi dengan Dewan Pengiirus Kadin Provinsi/ Kabopaten/Kok untuk
mendapat penjelasan yang diperlukan.
Pasal 28 ...
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Pasal 28
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/ Kabupaien/ Kot

(1) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalzh perangkat organi-
sasi Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil
pengusaha kabuipetenskota yang dipilih dan dianglat oleh Muprov/ Muproviub,/
Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing melahai sister pemiliben
sebagaitmang dimaksud Pasal 25 ayat (9),

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berangzotakan:

(2}

(3)

(4}

a.

untuk provinsi: pelakn ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiza unsur
pelaku ekonomi yang jumlahnys disesuaikan dengan kebuluhan, dimmbah
unsur pengusaha dari setiap kabupaten/kota di provinsi vang bersangkutan,
yanz masing-masing diwakili secamn  cx-offige  oleh  Ketua  Dewan
Fertimbangan Kadin Kabupaten/Kota;

untuk kabupaten/keta: pelakie ckonomi yang menyalurksn aspirasi ketiga
unsur pelaku ekonomi yang fumlahnyz disesuaikan déngan kebutuhan,

Dewan Fertitnbangan Badin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh:

untuk provinsi; scorang Ketun dan empat orang Wakil Ketua, dari unsur Usaha
Negara atan unsur Usaha Dacrah, unsur Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta
dan unsur Pengusaha Kabupaten/ Kota, jiks diperlukan jumlak dapat ditambeh
sesual dengan kebutuhan dengan ketenfuan Ketua Pewan Pertimbangan Kadin
Frowinsi secara ex-officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin
Indowesia:

. untyk lkabupaten/koma: seovang Ketua dan beberapa orang Wakil Kema

dengan kelentuan Ketus Dewan Fertimbangan Kadin Xabupeten/Fota secara
cx-offficic metupakan anggola Dewan Fertimbangan Kadin Provingi yang
bersangioztan.

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Eots dalam melaksanakan
tugasnya bertangsung jawab kepada Muprov/ Mukab/Mukota masing-masing.

(&} Tugas ..
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(3} Tugas dan wewehang Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:

4. melakukan pemantavan techadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran
Enmah Tingga dun Keputasan-Kepumusan Muprov/Mukab/Mukota masing-
masing:

b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atu penelitian lebih lanjut
Atas laporan kerja, keuangan, dan perbendabaraan yang diajukan oleh Dewan
Fengurus masing- masing;

c. melakukan pemantavan wrhadsp dinamika Anggota [uar Biasa Kadin
Provinsi/Kabupalen /Kota masing-masing agar fletap  sejalan dengan
Kebijaksanaan Unmam Kadin dan memberikan rertimbangan dan saran-satan
kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota  masing-masing
mengenai pembinaantya;

d. menyampalkan pertimbangan den sran kepada Dewan Pengurus masing-
masing, mengenai hal-hal yang menyanghit dunia usaha dan OTZANEsAL;

e. melakukan pengametan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih,
fransparan, dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional,
regional, dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-
tindek kepada Dewan Pengirus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kotd imasing-
masing;

F. menyampaikan pertimibangan dan saran stbagai bahan untuk penyusunan
rancangan Program Umum  Organisasi Provinsi/Kebupaten/¥ota  bepada
Mugrov/Mukab/Mukota yang bersangkutan, sefelah menampung aspirasi
dari Anggota Lusr Biasa Provinsi/Kabupaten/Fota  masing-masing, serta
Fengusahe Rabupaten/Kota;

5. manyummdaﬂarnmcﬂlmmwnnﬂmﬁmtmdmﬂemﬂmgum
kadin Proving/Eabupaten/Foma dari Anggota Binsa Kadin yang bBersanglutan
gesad! dengan ketentuan Pasel 1 huruf m yang dicalenkan ataupun
mencalonkan dirl sesusi ketenjuan Posa) 21, yang memiliki KTA-B yang
berlalm, dan  menyempaikannya kepacda  Muprov/Mukshb/Mukota  yang
bersangkutin.

i6) Dalam ...
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Dalam melaksanakan togas dan wewenang sebagaimana dimeksud ayat (%),
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/ Kabupaben/Kota dapat memberikan saran
mengenai pelaksanaan ketenfuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
kebijeksanaan Dewan Pergwrus  Kadin  Provinsi/ Kabupaten/Fota yENg
bersanglaan, dan mengenal pelaksanaan Keputusan-Feputusan  Muprov/
Mukab/Mukela masing-masing kepada Dewan Fengurus Kadin  Provinsi/
Kabupaten/Koka.

Dalem melaksanakan tugas dan wewenang scbagaimana dimaksud ayat (8}, sehap
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kot dapat membentuk konisi-
komisi dari dan di antara anggolanya yeng menjads mitra ketja bidang-bidang
yang bersarnaan dari Dewan Penguruy Kadin Provinzi/Kabupaten/ Kota masing-
MASINE.

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsl/Eabupaten/Kota bekerfa secarn kolekhif
¥eng tata caranya ditentukan dan disepakabi olch dan dalam rapat pleno Dewan
Fertimbangan Hadin  Provinsi/Kabupaten/Fota  vang  diadakan  mern
kebutuhan, dengan kerentuan sekurang-kurangnya satu kali setabmn,
Penampunzan aspirasi sehagaimana dimalsud Ayat (3) huruf £ dilakuknn dengsn
mengadakan konsultast atan mpst-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaibt
Organisas] Ferusahaan yamg keanggotaannys ferbuka bagi Badan Usaha Milik
Nmra,mmmmmmamummmmgam
Pengusaha Tingkst Provinsi/Eabupsten/Kota masing-masing sertd Pengusaha
Kabupaten/Eota untuk Kedin Provinsi.

{10} Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupafen/Kotn menyelenggarakan rapat

pleno tahunannya sebelum  diselengzarakannys Rapat Pimpinan Provinsi/
Kabupaten/Kaota masing -masing, untuk msmymsun saran yang akan dispakan pada
Kapat Fimpinan masing -inasing.

(11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadip Provinai/ Kabupaten/Kota dinyamkan

mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebik dar satu per dua jumlah
anggotanya dan kepuiusannya dinyataksn sah dan mengikat angeotarya jika
disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(12) Apabila ..
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(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang plno ditunda pafing lama dug kali

30 (tiga puluh) menit.

{13) Apabila sesuclah perundaan tecsebut ayat (12) kuorwm tidak juga wercapai tetapi

dihadiri oleh selurang-kurangnya satu per tga jumiah anggotanya, maka sidang
plene tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang Jinmbil adalah sah.

(14) Rapat plenc Dewan Fertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kots  untuk

(1)

(Z)

(3

pelaksanaan fugas dan wewenang sebagaimana dirmnaksud syat (5) huruf f dan
huruf & dilaksanakan sebelum penyelengsaraan Muprov/ Muproviub/Mukab/
Mukablub/Mukota /Muketalub masing-tnasing.

Pasal 29
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Esbupaten/Eota

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kots adalal perangkatl orzmnisasi
Kadin Provinsi/Kabupaten /Kot dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat
yang bersangkutan, mewakili organisasi kehaar dan vedalam, dengan masa
jebatan kepengurusan 5 Qima) fabun, terdici dari Pengurus Harian, Pengurus
Harian lengkap, dan Pengurus Lenglkap,

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabugaten/Fota bertugas melaksanakan tugas,
fungs dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Fasal 9 dan Pasal 10 serta ke-
putisan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota dan Rapimprov/ Baplinkab/Rapim-
kota dan bertanggung jawab kpada Muprov/Mukab/Mukats.

Dewan Fengurus Kadin Provins/Kabupaten/ Kota terdiri atas:

a. Untuk Provinsi :

a.[. Pengums Harian Kadin Provinsi adalzh Ketua Umum dan Para Wakil
Ketua Unaum,

A.2. Pengurus Harian lengkap Kadin Provinsl adalah Penguris Harian dan
Para Ketun Komite Tetap yang jumlabnya  disesuatkan menurut
kebomibhan,

&.3. Pengurus Lengkap Kadin Provinsi adalah Pengurus Harian, Pengurus
Harian Lengkap, Para Wakil Ketua Fomite Tetap dan Ketua Badan-Badan
dan/alau Ketua Lembage-Lembaga Internal Kadin Provinsi,

b. Untuk ..,




ﬁ%&
ad )
Yo
\h%%raf".

PRES|DEM
AEPLIBLIK INDONESLA

46 -
b. Untik Kabupaten/Eota :

b, Pengurus Harian Kadin Fabupaten/Kom adalah : Kstiza dan Para Walkil
Ketug,

b.Z. Pengurus Harian Lengkap Kadin Kabupaten/Kota adalah Pengluus Harian
dan Para Ketus Komits Tetap yang jumlhnya disesuaiban menurut
kebutubian.

b.3. Pengurus Lengkap Radin Kabupater/Kota adalah Fengurus Harian, Peng-
nrus Harian Lengkap, Para Wakil Ketwa Fomike Tetap dan Ketna Badasn-
Badan dan/ztan Kstua Lembaga-Lambaga Internal Kadin Kabupaien /Kot

(4} Pemilihan dan pengangkatan Dewan Penguius Kadin Provinsl/Ksbupaten/Kote
dalam  Muprov/Muproviub/ Mokab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub  dilakukan
melalui sisiem pemilihan Ketua Umion Dewan Peigurus Provinsi/Ketua Devwan
Fengurms Kabupaten/Kota yang sekalizus merangkap sebagai Ketun Formamr dan
crapat angzoda fermahir sebagrimana ditmaksud Fasal 25 ayat (9),

(5) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Rabupatsns/Kota dipilih;

4. untuk Prowinsi: dengan menguamakan nama-nama deri dafiar nama calon
yang disusun okh Dewan Petimbangsn Kadin Provinsi masa jebatan
sebelumeya,

b. untuk Kabupaten/Kota: dengan menguismakan nama-namsa darl daflar nama
calen yang disusun oleh Dewsn Pertimbangan Kadin Eabupaten/Koia mase
Jabetan schelumnys berdasarkan calon-calon yang divswlkan okh Anggots
Biasa Kabupaten/Fota yang bersanghlan,

(6) Komite Tetap merupakan bagian kepsngurusan Kadin Frovinsi/ Kabupaten /Kota
yang menangani aspelk-aspek Enfas-sektoral

{7} Deéwan Pengurus Lengkap Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kota  merupakan
kelengkapan peranglst organisasi Tinglat Provinsi/Kabupaten/Kota, terdirl atas
Dewan Fengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimans dimaksud ayat (3)
huraf a dan hurul' b ditambah para Wakil Fetua Komite Tetap dan Kerua Badan-
Badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagrimana dimaksud ayat (#)
hurufc.

(B) Dewan ..
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(&) Dewnn Pengurus Kadin Frovinsi/Fabupaten/Fota dalem melaksanakan tugas
s:bagaimana dimaksud avat (2) berwenang:
A menetipkan kebijakan dan rencana kerja;

b.

mengangkat Wakil Ketua Kenite Tefap sebagai bagian kepenguruman Komise
Tetap bila diperlukan;

- membentuk badan-badan dan/atgu lembaga-lembaga internal, sepert komite-

komite luar negeri bilateral dengan Kadin ztau organisast sejenis di luay negeri
vang sctingkal (provind atan negara baglan, untuk Provins, distrik/lota
untuk ¥abupaten/Kota), serta  komite-komite khusus/tekmis, lembaga-
kembaga, hadan-badan, dan yayasan-yayasan;

membentulk komite-komite khusus dan penitiacpanitia yang bersifat gd-foac
dan mengangkal penaschat-penasehat ahli yang diperukan untuk berbagai
kegiatan, tugas dan usaha;

Dewan Penguius Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota berwewenang menstapkan
sanksi organisasi terhadap, anggota Dewan FPenasehat, Angaola Dewar
Pertimbangan, dan./atay ANZRHOHE Dewsan Pengiarus Eadin
Provinsi/Kabupaten/Kata yang bersangkuten yang melakukan pelanggaran
atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan orsanisasi
lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perfimbangan masing-masing;
Dewan Penguros Kadin Provinsi berwewenang menetzplan sanksi organisasi
lerhadap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang tidak melaksarakan
dan/atau melakukan pelangzaran ati# Anggaran Dassr dan Angzaran Bumah
Tangza, dan ketenbtuan organisasi lainnya, setelah berkemsultasi dengan
Dewan Fertimbangan Kadin Prowvinsi.

Fembentukan badan-badan dan/atay kembaga-lembaga internal sehagalmana
dimakswd huruf b dan bhuruf ¢ distur lersenditi dalam Kepwusan Dewan
Pengurus Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kowa berdasarkan peraturan organisasi yang
ditetapkan oleh Dewan Fengurus Kadin Indonesia.

(®) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengesahkan dan menzukuhkan Deéwan
Penssehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Xadin Kabupatzn/Fota
hesil Muprov/ Muproviub Mulab/Mukablub/MukolMulotalub di provins yang
brersanghkitar.,

(10) Dewan ...
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(10) Dewan Pengurs Kadin Provinsl/Kabupatwen/Kota dapat mengangkat Angzota
Kehormatan pada tingkatannys masing-masing, yang pengaturaniya ditetaphan
kbih lanjut dalam Anggaran Rumah Tengsa,

(11} Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kot bekerja secars kolektif yang
latacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan delam rapat masing-masing.

(I2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Fola untuk menetapkan keputusan
méngenai masalzh-masalah keorganisasian yang mendasar herus dilakukan
dalam rapat yang mencapsi kuorum dan sah jika dihadiri cleh lebih dari satu per
dug jumlah anggota Pengurus Haran Lengkap.

(13) Apabila kucrum bdak tercapai, maka rapat sebasaimans dimaksod ayat (12}
ditunda paling lama dua kali 30 (tiga puluh} menit

(14) Apabila stsudah penundasn sehagaimana dimaksud ayat (13) kuorum tidak juga
tercapai tetapl dihadini  oleh  sekurang-lurangnya satz per Hga  jumlah
anggotanya, maks rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusen yang diambil
adalah sah.

(15) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kola mengadakan Rapat Pimpinan
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan rapat lainnya yang diangsap periu.

{16) Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Xots:

8. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi  /Kabupaten/Kotn  menetapkan
kebijakan organisas yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-
keputusan musyawsrah, sekurang-kuransnya satu kali dalam 2 {dua) bulan
den hasilnya harus dilaporkan kepada rapat Pangurws Harian Lengkap Fadin
Provinsi /Katupaten/Kota,

b. Repat Pengurus Harfan Lengkap Kadin Provinsi/ Kabupaten/Fota menetapkan
kebijaken dan koordinam slas kegintan dan tugas-tugas Fomibie Tetap,
diadrkan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (Hga)
bilan.

¢. Fapat Fenguriz Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kote menetapkan
kebijakan dan koordinas secara menyelurub, diadakan menuruat kebutuban,
sskurang-kurangnya satu kali dalam & (enam) bulan, s diansranys
diadakan sebeluin Rapat Pumpinan Provinsi/Kabupaten/Fola.

(17 Dewan ...




s
&

FREIJIDEN
REPLBLIK INDONESIA

- 49 -

{17} Dewan Pengumns Kadin Frovinsi/Kabupaten/Kdta msmerima saran-saran, baik

{1

{2)

13
4)

(5}

(&}

diminta ataupun tidak, dari Dewan Penaschat, dan Dewan Fertimbangan masing-
masing.

Fasal 30
Rapat Pirapinan Kadin Provinst/Kabupaten/Kota

Fapat  Fimpinan EKadin  Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat  Rapdmprov/
Rapinkab/Rapimkota, adaleh rapat pimpinan Jajaran organisasi dalam rangka
koordinasi, sinkronisasi dan Upaya-upaya sinergistik dalam perencansan dan
pelaksanaan program-program antar-jajaran pads tingkat masng-masing.

Dewan Pengwrus Kadin Provinsi/Kabupaten /Kota menyelingzarakan Rapimprov/
Rapimkab/Rapimbkota, sekurang-kurangnya satu kali dalam sau whun, uniuk
menjalankan ketentuan sebagaimena dimaksud ayat (7).

Rapimprov/ Rapimkab/ Rapimkota dihadiri oleh pesertn dan peninjau

Feserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimbkota terdiri atas;

Dewan Fenaschat masing-masing;

Drewan Pertimbangan masing -masing,

Dewan Pengunas masing- masing;

Ketun-Ketua Dewan Pengurus gadin Kabupaten/Kota uniuk Rapimprov; dan
Fetua setiap Angezota Luar Biasa Fadin Provinsi/Kabupaten /Kotz.

Peninjau Rapimprov/ Rapimkaby Rapimkots terdi atag:

. Anggota Kehormatan Kadin Provins/Eabupaten/Fot yang bersangkutan;

b.l. wnbek Rapimprov; Direltur Ekeskutif Fadin Provingi dan  Kadin
Kabupaten/Kota yang bersangkutan:

b.2. untuk Rapimkab/Rapimkota: Direktur Eksekubif Kadin Kabupaten/Kota yang
bersanglutan.

Hak dan Kewajiban Feserta dan Peninjay Rapimpaov/ Rapimkab/Rapimbor:

A. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama,

yaitu hak suera dan hak bicara. '

Hal S-S = N o

b. Kewajiben ...
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kewajiban  peserta  Bapimprov/Bapiunkabs/Rapimkota  adalabh menaati dap
melaksanakan semus ketentuan Angzaran Dasar dtan Anggaran Rumah Ta ngza
serla lata tertib dan kelentuan-ketentuan lain mengenai penvelengearaan
Rapimprov/Fapimkab/Rapimketa  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
Anzgaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangza.

Hak penmjan Rapimprov/Rapimkab,/Rapimkota damy dalam tata terhib
penyelenggavaan  Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota  sepanjang  tidak
Bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Angzarap Rumah Tangza.

i) Rapimprov/Rapimkab/Rapinkot mempunyai wewenang:

4.

b.

.

{3 a

Menetapkan Sasavun dan Frogram Kerja Tahunan scria pembagian tugas setiap
JARAN Organisasi,

Melakulan evaluas terhadap koordinasi, sinkrenisasi dan upaya sinergistik
dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.,
Membantu  Dewan  Pengumas  Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota  untuk
memnutuskan  hal-hal yang tdak dapat diputuskan sendivi dan hasilnya
dipertanggungjawalblan kepada Muprov/Mukab/Muakota yang bersangkutan,

Ehusus untuk pelaksanaan wewenang yang dmmaksud ayai (7)) hwui e,
Rapimprov/Rapinikab/Rapimksa  hamus mencapai kuorum dan dinyatakan
sah jka  dihadivi Oleh  lebih  dari satn per duz  jumlah  peseria
Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota  sebagaimana  dimaksud avat (4) dan
keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakati secara musyawarah atan oleh suara terbanyak dari pesenta yvang
hadir.

- Jika kucrum sebagaimana dimaksud hutif 2 tidak tercapai, inaka Rapimprov/

Bapunkaly/Rapunkota dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali 1 (satu)
Jam,

¢. Jika sesudah penundaan sebagatmana dimaksud hural b koorum belom Juza

tercapal, maka Fapimprov/Rapimkab/ Rapimbota tetap dilangsungkan dun
semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan
anzgolt Jika disepakati secara musyawarah alay oleh suara terbanyak dari
peserta yang hadic Jalam Bammprov s Eapimakabf Faciniboba vane hadie
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Kewajiban  pesevta Rapimprov/Rapimkab/Rapinikota  adalah  menaati dan
melaksanakan semug ketentuan Anggaran Dasar dan Angzaran Bumah Tangzga
serla lata tertib dan ketenluan-ketnman lain mengenai penyelengearaan
Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota scparyang  lidak bertentangan dengan
Angzaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangsa.

Hak penmimpan Rapimprov/Rapimkab/Bapimkota diamre dalam laia tenib
penysicrggzaraan  Rapunprov/Rapimkab/Rapimkota  separjang  lidak
bertentangan dengan Angzaran Dasar dan Angzaran Rimah Tangga.

17H Rapimprov/Rapimbaby/ BEapimkota mempunyai wewenang:

A

b.

(8} a.

Meretapkan Sasaran dan Frogram Kera Tahunan serta pembagian tugas setiap
jayran arganisasi.

Melakukan svaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya siteristik
dalam perencanaan dan pelaksanaan Program-program antar-jajaran,

- Membantu  Dewan Pengurus  Kadin  Provinsi/Kabupalen/Esla  untuk

memutuskan hal-hal yang tikdak dapat dipumskan sendiri dan hasilnya
dipertangzungjawalbrkan kepada Muprov/Mukab/Mukota vang bersangkutan.

Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud avat {7} humf ¢,
Eapimprov/ Rapimkab/Rapimkots  harus mencapai kuorum dan dinvatakan
sah yka dibadini  okh Iebih dari satu per dua  jumlah peserta
Rapunprov/Bapimkab/Rapimkota  sebagaimana  ditnaksud avat 4% dan
keputisannya dinyatakan zah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakali secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yarg
hadie.

Jika kuorum ssbagaimana dimaksud hurul a tdak teccapai, maka Rapimprov/
Rapimkab/Rapinkata dapet ditunda sebanyak-banyalknya dua kali 1 {satu)
Jam.

<. jika sesudah penundaan sebagaimiana dimaksed huruf b kuoren belus Juga

bercapar, miaka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tetap dilangsungkan dan
semua keputusan yang diambil adalabh sah dan mengikat orgamsasi dan
angaota pka disepalkan secara musyawarah ataw aleh suara terbanyak dari
peseria yang ladir dalam Rapimprov/ Rapimkab/ Rapimikola yang hadir.

Pasal 31 ...
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Fasal 31
Fekretariat Kadin Provinsi/Kabupalen/Kota

{1} Sekretariat Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota adalal pelaksana  kebijakan dan
program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan menyelengggarakan program layanan kepada anggota dan dunia usaha.

(2} Sekretamat Kadin Provinsi/Kabupaten/ Koty dipimpin  oleh ssoranz Direkiur
Eksekulil yang merupakan tenaga professional yang bekerja pennh wakhu, hujan
pengusaha/pegawai negeri/swasta dan tdak boleh dirangkap oleh Dewan
Fengurus, Dewan Fenasehat dansatan Dewan Fertimbarngan.

(3} Divektur Eksekutif Kadin Provinsl/Kabupaien/Eota dalam melaksanalkan layanan
kepada Anggota dan dunia usaba schegaimans dimalsud ayat {1}, berkewajiban
menyusun program kerga dan angzaran tahunan sekiretariat untuk disahkan oleh
Fengurus Harian Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota,

{4} Divektir Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatatan {5¢ and
Proper tesh dari calon-calon yang diseleksi secara terbuika, diangkat, dan
diberhentikan gleh dan berlangzung juwab kepada Pengurus Harian Eadin
Frovinsi/ Kabupaten/ Kota.

5} Dircktur Eksekatif mengajukan strukiur orsamsasi Sekretariat Kadin Provinsis
Kabupalen/Foa  untuk  diletapkan oleh Fengurus Harlan Kadin  Provinsis
kabupaten/Kora.

{6) Dircktur Eksekubif menetapkan urdgian lugas dan taia kerja Sekretariat Kadin
Frovinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing,

BAR Y1
KEANGGOTAAN
Fasa| 32
Keangaotaan

1} Anggola Kadin adalsh  pengusaha  Indonesia, baik OFang perseQrangan,
persekutuan atau badan huku, yang mendirikan dan menjalankan usahanya
seCara .
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ecara letap dan berls mencrus, dan Organisasi Perugahaan yang ksanzgotaaruya
terbuks bagi Badan Usahs Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisas Pengusaha yang kesemuanya
didirikan berdasarkan kefentuan perziuran perundang-undangan yang berlaiu.

(2} Keangzotaan Kadin terdin atas:

& Anggola Bissa adalah pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huraf m;

b. Angzoty Tercatat adalah pengusaha atan perusahaan yang berslatus tercatat
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 1 huruf n;

€. Anggofa Luar Biasa, adalab Organisasi Perusshaan dan Organisas Pensusaha
sebagalnana dimaksud dalam Pasal | haryf o

d. Anggota Luar Biasa Tercatat, adzlah Organisasi Perusahaan dan Organisasi
Fengusaha sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 1 kuruf =8

(3] Ketentuan untuk menjadi Anggota Kadin diatur lebik lanjur dalam Anzgaran
Ruaah Tangsza.

Pasal 35
Hak Anzziot

(Y Anggota Biasa mempunyai:

4, Hak suara adalah hak mengambil kepulusan dalam Munas/Munasiub, M-
n:mu.sfMupmwMupmvlubIMul:ﬂbeuI:al:r]ubeukc:m:“MukntaIub, dan
hak memilih Ketua Utnwim/Eetug yang sckaligus merangkap sebagai Kerua
Formatur dan empat orang anggota formalur dalam Munas/Munaslub/
MupmvfMuk&b!MukﬂmEMupmvlubr'MukabIuh.-"Muk:::taIu]:r;

b.  Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan mendudulki Jabalan dalam
kepenzurusan Kadn,

¢ Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran, dan pendapat dan mengajukan
Pertanysaan,
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Hak pencalonan adalah hak Angzots Biasa Tingkat Kabupaten,/ Kot unhk:

d.1. mengusulkan natma calon umiuk jabatan di Dewan Penasehat, Dewan
Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Tingkat Kabupaten/Fow;
dan

d.2. untuk mengpjukan sl pengangkafan sessoranz menjadi Anggzoma
Kehormatan Kadin Tingkat Fabupaten/Kota:

Hak pelayanan adalak hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan,

bantuan, dan perlindungan organisasi dalam mehjalankan usahanya.

(2) Angiota Tercatat memperoleh pengakuan berupa Kartu Tanda Anggota Tercatat,
disingket KAT.

Anggotk Luar Blasa metmpunyai:

{3

a,

Hak suara adalah hak Anggots Luar Biasa Tingkat Nasional ataw Tingkat
Frovinsi untuk mengambil keputiasan dalam Munas/ Munaslob/ Mungssus/
Muprov/Muproviub dan hak memilib Xetua Umum/Ketua Dewan Penguris
yang sekaligus merengkap sebagai Kema Fortnatur dan Lmpat orang gngsota
formatur dalam Munas/Munastub/Muprov/ Muproviub,

Hek dipilih adalah hak menerima kepercayasn untuk menduduki Jabatn
daiam kepengurnsan Kadin,

Hak bicara adalal hak mengajuban usul, saran, dan pendapat dan mengajukan

pertanyaan;

Hak pencalonan adaiah:

d.1. Hak Angzota Luar Biaza Tingkat Masional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat
Kabupaten/Kota unmuk mengusulkan nama calon untuk Jabatan di Dewan
Pengurus dan Dewan Pertimbangan MANHNZ-Masing

4.2, Hak Anggota Luae Biasa Tingkat Nasional, Tingkat Frovinsi, dan Tingkat
Kabupaten/Kota aniuk mengajukan usml pengangkaan  sescorang
menjadi Anggots Kehormatan Kading

Hakpehyananadahhlukunmkmﬂﬂapaﬂmninfmmﬂ,bimbingu,
bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya,
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(1) Anggote Luar Biaga Tercatet memperokeh pengakuan berupa Kartu Tanda Angeota
Luar Binsa Tercatat, disingkat KALBT.

Anggots  Biasa yang berbentuk badan hukum atka  perusahaan  dalam
menggunakan haknya sesuai kekentuan ayat (13 diwakili oleh satu orang Direksi
sl Komisaris yang tercanmum dalam Ake perusabean yang bedaku atau
penguras perusahaan fersebut yang mendapat kuasa dari perusshzan yang
bersangkutan guna mewzkilinya dalam orzanisasl Kadin,

(5

()

Dalam menampung Hak Angeota Diasa scbagaimana dimaksud ayat (1} huruf a,
huuf b, hutulc, dan huruf d, diberlakukan sistern perweakilan, yaiha:

i

Dalamm forum-forum Munas, Munaslub, dan Munassus, Angzota Biasa

diwalali cleh nhisan Anggota, yaitu:

a.1. Fara Ketua Unmum Dewan Penguras Provinsi secarn sx-officio,

2.2, Utusan anggota proving yang dipilih dalam Rapal Dewan Pengurus
Lengkap Frovinsi yang diagendaken khusus untuk jm menjslang
Muras/Munaslub/Munassus, sebanval dua orang, dan diatur dalam
Angzaran Fumah Tangza.

Dalam ferum-forum Muprov/Muprovlub, Anggota Biasa diwakili oleh

uisan Angzola, vailu:

b.1. Para Kettia Dewan Petigurus Kabupaten/Kota secara ex-oiffons

b.2. Utusan anggots Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan
Fengurus Lengkap kabupaten/Kott yeng diagendalan khosus untuk fu
menjelang Muprov/Muproviub sebanyak dua orang, dan diatur dalam
Anggaran Rumgh Tangsa.

Dalam forum-forum Mukab/Mualsblub/Mukota /Mokotalub, Ahgeota Biasa
i Kabupaten/Kota mengzunakan baknyas sendii. Jika jumlahnyn diangeap
Rifalu besar dan secara whnis menyulittan penyelenggaraan Muksby
Mukablub/Mukota/Mukotalub, hak Anggois Bissa dileksanakan dengan
cars perwakilan Anggota yang iats caranya diatur dalam Anggaran Remah
Tangga.
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Dalam menampung Hak Anggots Luar Biasa sebegaimana dimakind ayat {3)
hwuf a, haruf b, bursf ¢, dan haaf d.2, unfuk Munas Munaslub /Munesss/
Muprov/Muproviub, Anggota Luar Bisa diwalili oleh utusan Organisasi
Perusahasn dan Ovganisasi Pengusaha Tingkat Masional atau Tingkat Provinsi
yang dipllik melalui konvenst dan diatur dalam Angearan Rumah Tanaga.

Pasal 34
Kewgjiban Angevta

Setiap Anggom Kadin berkewajiban:

a.

(1)

2}

Menjaga dan menjunjung tinggi nams baik -:-Igmu.mn_. serts menanti dan
melaksanakan sepenuhnya s=mua betentuan Anggeram Pusar dan Anggaran
Rumah Tangga dan lrhannmﬂ-kahmtunnorgamailﬂimyn.

Membayar nang pangkal dun wang juran anzgota sebagaimana dimaksud Pasal
39, kecuali bagi Anggota Tercatat dan Anggota Luar Pinsa Tercatat sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 1 huruf n den huruf p yang hanya wajib membayar KEAT
dan KALBT.

BAB VII
PENGAMBILAN KEFUTUSAN

Fasal 35

Semua kepntusan yang diambil dalam setiap musyawarsh atau rapat dikkutan
atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cars pemungutan suara.
a Dﬂammﬁappemunmmnmmgﬁdnkmﬂwmghupemimmnm
maka:
a.1. setiap Angzota Biasa mempunyai Hak Suara Varg sama;
a.2. dalam hal Angzota Bizsa menurut ingkatan organisasinya diwakili oleh
ummmmnummm@wmm—
masging, maka setiap utusan ersebut memrpunyai hak yang sama.
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b, Pernungutan suare sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara Lizen
Btau secara tertulis.

¢. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara seresipak atau anggofa demi
angeak,

Pemilihan Ketua Umum/Eema Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap
stbagai ketua formatur dan 4 (cmnpat) orang angzeta formahr dapat dilalukan
dengan cara musvawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara PemMuUnZLnD
SUAra dtnganamhngumg,ﬂasdmmhaﬁadaﬂpamp&urtnmmynwamh
yang bersanglutan yang memniliki halt suara, yang diabtur lebih Janjut dalam
Angzgaran Rumah Tangga,

BABE VIII
MASA JABATAN, FENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
Fasal 36
Masa Jabatan
Maza jabatan kepengurisan Kadin dikctaplan uniuk jangka waltu lima tahun.

Khusns uniuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Ketun
Umum Dewan Pengurus Kadin Provins! dan Ketea Dewnan FPengurus Kadin
Fabupaten/Kota, dapat dipilih hanya dua kali, baik berturut-tharut maupun tidak
betturut-turut, terhitung sejak berlakunys Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
bentang Kamar Dagang dan Industri.

Anggoia Dewan Penaschat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penguras Hdak
baleh merangkap jabatan pada

A, Dewan Pengurus di tingkar organisasi yang sama maupun yang berbeda,

b. Dewan Penasehal di tingkat oreanisasi ying sama mavpun yeng berbeda.

€. Dewan Ferfimbangan di tingkat organisas] Yang sama mawpun yang berbeda,
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Masa  jabetan  kepengurusan  baru  hasil  Munaslub,  Muproviub/
Mukablub/Mukotalub masing-maging sdalah wasa jabatan rsisa dari masa
jabatan kepengueusat yang digannkennya.

Fasal 37
Pervlelzgasian Wewenang,

Pendelezasian wewenang Dewan Fengurus

a.

{1)

untuk Dewan Pengurus $adin Indonesia dan Kadin Provinsi:

jika Ketua Umum berhalangan sementara dan stan karena sesuatu sebab tidak
dapat menjalankan kewsnpbannys tntuk wakh tertentu, maka salah seorang
Waldl Ketug Umum Kadin {ndonesia/Eadin Frovinsd yang bersangkutan yang
ditunjuk odeh Fetua Umum bertindak untuk dan akas nama Ketua Unmam antuk
Jangka wakiv tersebul

untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kola;

jika Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapal
menjalankan kewajibantiya untuk wakiu sertentu, maka salah seorang Wakil
Ketua yang diunjuk oleh Ketua Bertindak untuk dan atas nama Ketue unmuk
Jangka waklu lersebut.

Fasal 38
Perganiian Antar-Waktu
Ferganban antar-wabkin Dewan Penasehat:

a . Jika Ketus Dewnn Peraschat Kadin Indenesia /Provine/ Eabupaban/ Kot berhalangan
tetap dan/amy karena sesuaiu sshab Gdak dapat mcrjalanion dan atan menyekesaikan
kewejlerer sampal mass jabatan kepengurneen beraldniv, maka abatin  Fetua
digantikan clzh salah saomane Waki] Ketie yang ditrtaplan delam dan olch Bapat Dewan
Ferasehat roasing-roeasing yang dissendadan itk keperioan kersetaat,

T= Kleo
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b. Jika karena sesuatu sebab terjadi Jowongan dalam keanggotaan Dewan
Penaschat, maks perganban untuk menglsi lowongan tersebut dilalmkan dan
ditetapkan oleh dan dalam Rapat Plenc Dewan Penaschat yang bersangltan
yang mengazendakan hal tersebut dalam wakiu sslambat-lamiminya 3 (hga)
bulan.

¢ Tindiakan yang dilakukan Dewan Penssehat schagaimana dimaksud huraf a
dan huruf b harus diberitabukan kepada Dewan Penaschat yang tfigkat
organisasinya lebih tingsd, Dewan Pengurus pada fingkat yang bersangkutan,
dan Yepada Dewan Fengutus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk
disahkan dan dikukuhkan, seria diperianggungiawabkin kepada Munaz/
Miprov/ Mukab/Mukota masing- masing.

(2) Pergantian antar-wakm Dewan Pertimbangan:

a. Jika Ketua Dewnn Pertieriungm Kadin [ndonesia /Provinsl/Fabupaien/Kot berhala-
ngan fetap danatan kererm semutu sebeb tidek dapat megalankan dan abam
meriyelesaikan hewailbamnys smpa ram jabenn penguneam berakhir, raka abadan
Keina ddganiian oleh salah ssorang Waldl Fetua yang ditapkan dalam dan oleh Rapok

b. Jika karsna sesuatu schab terjadi lowongan dalam keanggotsan Dewan
Pertimbangan, maka pergantian untuk mengid lowengan tersebut dilaknken
dan ditetapken oleh dan dalam Rapat Fleno Dewmn Pertimbangan yang
bersangkutan yang mengagendalan hal tersebut dalam wakin selambat-
lasmbatnya 3 (tiga) buian.

¢, Tindakan yeng dilaludan Dewan Pertimbangan ssbagaimana dimaksud hurad
a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pertimbangan yang tingkat
organisasinya lebih tinggi, Dewan Pengurus pada tinglat yang bersanglutan,
dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih finggi untuk
disahkan dan dikukahkan, serts dipertanggungjawablan kepada Munas/
Muprov/ Mulab/Mukota masing-masing.

(3} Pergantian antar-wakhi Dewan Fengurus:

a. Jika Ketua Umum/Kehm — Dewan Pengurus Kadin  ndonesiasFrovinsi”

Kabupaten/Fota berhalangan tetap dan//atau karena s2suaty sebab bdak dapat
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reenjalankan dan/akn menyelesaiban kewajibannys smpai masa jabetan
ktpengurussn berakhir, sedamgkan sim masy jabaten Ketus Umion Dewan
Fengurus  Kadin Indoneala atau  Provinsl dan Ketua Dewan Pengurus
Eabupaten/Eota masih kebih dari separub mase jabatan satu paciode, make untuk
mengisi jabatam Ketisa Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provins dan
Ketua Dewan Pengurus Kadin Xabupaisn/Kota dilakukan wmelchs Mumes
Muprav/Mulknb/ Mukoty.

b. ]hmmmmnmummmmmmm
huﬂnafmnhupﬂmﬂntauhﬁgahmmdimﬂmdbuﬁradimhmgdﬂi
separuh miasa jabatan sty potiode, maka jabetam Ketue Umum Dewan
Penguruy Fadin Indonesia atan Provinal digantilan cleh salab seorang Ketua
atan Waldl Kenia Dewnn Penasehat/Ketua amn Wakd]l Ketisa Dewan Pertim-
bangan/Wakil Ketua Umum Kadih Indonesia/¥adin Provinsi, sedangkan
jebatan Ketna Dewan Pengurus Kabupsten,/ Kot digantikan cleh salah secrang
Ketua/Wakil Ketus Dewan Penasehaf/Ketus ataun Wakil Ketua Dewan

f Fertimbangan/Wakil Ketus Dewsn Pengurus Fadin Kabupsten/Kota, yang
masing-masing dikttapkan oleh dan dalam capat Dewan Bmgm*tummmg
masing yung dingendakan unbak jh

. Tindakan yang dilelukan Dewsn Pengueus sebageimans dimaksud huruf a
dan b diberitahuban kepadn Dewan Penguncs yang Hngkaf organisasinga
setingleat lebih tingel unink disahken dan dikuknhksn, dan kepada Dewan
Pertinbangan pada tingket organisasi yang bersangkutan, serta dipertang-
sungiaweabkan kepada Munas/ Muprev/ Mukab/ Mukot yang bersangkutan.

{4y Anggota Dewan Pertitnbangan dan Dewsn Pengurus yang tidak legi berfungs!

wbagai pengusahe atay berpingah domisili wsaha atau tugssnya (untuk pefabat
BUMN dan BUMD} wajib melepaskan jabatannya sebazai Aangzots  Déwan
Pertimbangan dan Deway: Pengurus, dan selanjutnyn akan digantikan cleh yang
lain mengikat ketentuan sehagalmana dimeksud ayat {1) dan ayat {2).

(5) Jika nmsa jababen pengganti Kekus Umum Dewan Fengurus Kadin Indonesis/

Frovins dan Ketua Dewan Pengurus Fabupaien/Rota sehagairmana dimaksd ayat

(1) lebih dari separuh masa jabamn 21 pericde, maka maza jabatan Ketua
Uraum/Ferua Dewan Penguris pengganii tersebut diangeap satu pericde.

BAB I ...
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HAB IX
PERBENDAHARAAN
Fazal 39

Sumber Dana

(1) Kenangan unnlk membinyai kegiatan organisasi diperoleh dari:
4. Uang panghkal dan vang intan anggod;
b. Sumbangan anggoia;
¢, Bantuan pibak-pihak lain yang tidak mengikat; dan
d. Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Ketentuan pelaksanaan syst (1) ditetapkan dalam Anggaran Fomsh Tanges dan
Feraturan Ovgamistasi yang disepalati dalam Rapimnas dan ditzapkan dengan
Eepurusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

Pasal 40

Penggunaan Dana dan Fengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pengurys seliap fingkatan organizasi bertanggung jawab atas pengawasan
pengzunaan dana dan pengelolaan harlta kekayaan organ,

BAB X
FERUBAHAN AMNGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISAS]

Paszal 41
Ferubahan Anggaran Dasar

Feryempurmdan  atau  perubahan  Anggaran Dasar  ditetapban  dan  disahkan
berdasarkan ketefapan Munas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8} hurof a atan
Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) buruf a dan ayat (2} hurufa.

Pasal 42 ...
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Pasal 42
Pertbubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hatrus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal
19 ayat (1) huraf b dan ayat (2) hurus b,

{2) Jika oeganisasi dibubarkan maka Munassus sekaligns menetapkan penghibahan

1)

(2)

(1)

dan/atau penyumbangan seluruh harta kskaysan organisasi kepada badan-badan
sosial dan/atan yayasan-yayasan tertento.

BAR X1
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Fasal 43

Hal-hal yang belum atan tidek distur dalam Anggaran Dasar ini diamy dalam
Angzaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Angzaran Rumah Tangza sebagai penjabaran ketenhian-ketentuan Anggaran
Dasar disahkan cleh Munas/Munassns,

BARB X1

PERATURAN ORGANISAST DAN PENGESAHAN
Pagal 44

FPeraturan Orzanisasi

Hal-hal yang belum atau tidak culoap diatur dalam Anggaran Dasar dan Angearan
Rurnah Tangga dintur dafam Pevaturan Organisaa dalam bentuk keputusan yang
ditetapkan  okh Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang isinya ddak boleh
berientangan dengan Anggaran Dasar dan Angegaran Rumah Tangea dan
dipertanggungjswabkan pads Munas.



(Z)

(1)

{2}

REFUBLIK |NDCHESA
- &2 .

Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda,
maka menurut urutannya berturut-turwt yang berfaku unhik merjadi pegangan
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Indusiri, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/
Munaslub/Munassus, Kepuhisan Raﬁinmas, Feputusan Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, keputusan Muprov/Muproviub, keputusan Rapimproy, Keputusan
Dewan Pengurus Kadin  Provinsi, FKeputusan  Mubab/Mukabiub/ Mukots /
Mukotalub, Keputusan Rapimkab/Rapimkota, Jdan Keputusan Dewan Pengurus
Fadin Kabupateti/Kota.

Pasal 45
Pengesalan
Angsaran Dasar ini merupakan perubatian dan penyempurmaan dari Anggaran
Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Fengusaha Indonesia
tarigzal 24 September 1987 di Jakarta yang disetujui dengan Keputugan Presiden
Eepublik Indonesia Momor 3 Tahun 1938 tanggal 28 Januari [988; Munas Kadin
yang pertama menurut Undang-Undang Momor 1 Tahun 1987 tanggal 17
Desember 1983; Munassus Kadin pada tangzal 7 Juni 1994 di Jakarta yang
disetwjui dengan Kepubusan Presiden Momor 97 Tahun 1996: Munassus Kadin
tanggal 30 November 1999 vang disetnjni dengan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun Z00Q; Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 yang disetuful dengan
Keputusar: Fresiden No. 14 whun 2004; Munassus Kadin tangeal % Juni 2005 di
Jakarta serta diubah/disermprmakan dan disahkan dalam Munassus Ezdin 2008

pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarts yang disetujui dengan Keputusan Pesiden
Namor 16 Tahun 2006; Munassus Kadin tangzal 23-25 April 2010 di Jakarta

Sﬂunmmwﬂﬂdinbempﬂkatmmhnhahmmnmmﬁﬁ
diberlakukan setslah diterbitkanaya Kepuhizan Presiden Republik Indonesia
mengenai persthijuan perubahan Anggacan Dasar dan Anggaran Faunah Tangga
Famar Dagang dan Indusiri yang ditetapian dan disahkan dalam Munassus Zadin
pada tanggal 23 -25 April 2010 di Jakarta.
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(1) Sejak diberlakukannya Angsaran Dasar [hi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat

(2

(2), maka Anggaran Dasar vang ade dan telah berlaku sehelum Anggaran Dasar
ini, dinyatakan tidak bertaku Iagi.

Agar sefiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia
diperintahkan untuk mengumumban dan/atau menyebariusskan Angsaran Dagar
ini kepada setiap anggowm dan khalayak lainnya.
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